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AMELYA RIZKI WIDYANINGRUM. E0015037. PERLINDUNGAN 
HUKUM BAGI KONSUMEN PERUMAHAN DALAM HAL PEMENUHAN 
HAK ATAS INFORMASI YANG DITERBITKAN OLEH PENGEMBANG 
FAJAR GROUP DI KABUPATEN KARANGANYAR. 
 
Penulisan hukum ini bertujuan untuk menganalisis informasi penawaran, 
promosi dan periklanan perumahan oleh Pengembang Fajar Group ditinjau 
dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen 
dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan 
Permukiman serta analisis mengenai tanggung jawab Pengembang Fajar Group 
atas ketidaksesuaian informasi yang diberikan kepada konsumen dengan 
realisasinya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif bersifat 
preskriptif dengan pendekatan undang-undang (statute approach). Bahan hukum 
yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier dengan teknik 
pengumpulan data studi kepustakaan serta melakukan studi lapangan guna 
klarifikasi langsung pada pihak Pemasaran Pengembang Fajar Group dan 
konsumen perumahan.   
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum konsumen 
perumahan belum sepenuhnya dilaksanakan dengan maksimal. Pemenuhan hak 
atas informasi bagi konsumen dirasa masih kurang. Informasi yang diberikan 
Pengembang belum sepenuhnya sesuai dengan kaidah dalam Undang-Undang 
Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Hal ini 
nampak dengan masih adanya aduan dan komplain konsumen terkait kerusakan 
fisik bangunan serta ketidakjelasan informasi pada tahap pra transaksi mengenai 
pembangunan sarana perumahan. Dalam hal konsumen mengalami kerugian, 
Pengembang Fajar Group telah bertanggung jawab sesuai dengan Pasal 19 UUPK 
dengan memberikan ganti rugi dan perbaikan atas kerusakan fisik bangunan 
rumah. 
 













AMELYA RIZKI WIDYANINGRUM. E0015037. LEGAL PROTECTION 
FOR HOUSING CONSUMERS IN THE FULFILLMENT OF THE RIGHT 
TO INFORMATION IS PUBLISHED BY THE DEVELOPMENT OF 
FAJAR GROUP IN KARANGANYAR DISTRICT. 
 
This legal writing aims to analyze information on housing offers, 
promotions and advertising by the Fajar Group Developer reviewed by Law 
Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection and Law Number 1 of 2011 
concerning Housing and Settlement Areas as well as an analysis of Fajar Group 
Developer responsibilities for the incompatibility of information provided to 
consumers with its realization. This study is a normative legal research that is 
prescriptive with a statute approach. The legal materials used are primary, 
secondary and tertiary legal materials with library research data collection 
techniques and conducting field studies to clarify directly with the Fajar Group 
Marketing Developers and residential consumers. 
The results of this study indicate that the legal protection of consumer 
housing has not been fully implemented maximally. Fulfillment of the right to 
information for consumers is still lacking. The information provided by the 
Developer is not fully in accordance with the rules in Law Number 8 of 1999 
concerning Consumer Protection and Law Number 1 of 2011 concerning Housing 
and Settlement Areas. This is evident from the complaints and complaints from 
consumers regarding the physical damage to buildings and the unclear 
information in the pre-transaction stage regarding the construction of housing 
facilities. In the event that the consumer experiences a loss, the Developer of 
Fajar Group has been responsible in accordance with Article 19 of the UUPK by 
providing compensation and repairs to the physical damage to the house building. 
 













Tetapi carilah dahulu Kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu 
akan ditambahkan kepadamu. 
(Matius 6:33) 
 
Janganlah takut, sebab Aku menyertai engkau, janganlah bimbang, sebab Aku 
ini Allahmu; Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau; Aku 




Tetapi kamu ini, kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada 
upah bagi usahamu! 
(2 Tawarikh 15:7) 
 
Bila kamu dalam kesulitan, mintalah Tuhan untuk membantumu. Dia akan 
selalu bersedia membantu dan tidak akan meninggalkanmu. 
(Merry Riana) 
 
Terbentur, terbentur, terbentur, terbentuk. 
(Tan Malaka) 
 
Waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Tidak terlalu cepat dan tidak pernah 
terlambat. Setiap kita punya bagiannya masing-masing, tidak dapat 
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A. Latar Belakang Masalah 
Rumah menjadi salah satu kebutuhan dasar seluruh lapisan 
masyarakat, yang mana pemenuhannya harus dilakukan dengan sebaik-
baiknya. Sebagian orang beranggapan, belum lengkap kehidupannya jika 
belum mempunyai rumah sendiri. Selain untuk tempat tinggal dan tempat 
membina keluarga, saat ini rumah cukup digemari sebagai bentuk investasi. 
Tak heran jika banyak pihak, terutama masyarakat yang tertarik untuk 
membeli rumah. Keadaan tersebut menjadi faktor pendorong bukan hanya 
bagi pemerintah saja, tetapi juga bagi pihak swasta untuk melakukan 
pembangunan dibidang perumahan.  
Penyelenggaraan perumahan merupakan tanggung jawab negara. Hal 
ini tertuang di dalam konsideran huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 
2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (untuk selanjutnya 
disebut UUPKP) yang telah mengamanatkan bahwa: 
“Negara bertanggung jawab melindungi segenap bangsa Indonesia 
melalui penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman agar 
masyarakat mampu bertempat tinggal serta menghuni rumah yang 
layak dan terjangkau di dalam perumahan yang sehat, aman, 
harmonis, dan berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia”.  
Ketentuan tersebut merupakan amanat dari Pasal 28 H ayat (1) Batang 
Tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang 
menyatakan bahwa: 
“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan 
mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh 
pelayanan kesehatan”. 
Pada prinsipnya masyarakat mempunyai hak untuk bertempat tinggal 
dan menghuni rumah yang layak dan terjangkau. Pihak-pihak yang terkait 
dalam penyelenggaraan perumahan, yaitu pemerintah, pemerintah daerah, 





dilaksanakan untuk menjamin hak setiap masyarakat untuk menempati, 
menikmati, dan/atau memiliki rumah yang layak dalam lingkungan yang 
sehat, aman, serasi, dan teratur.  
Dalam rangka memenuhi kebutuhan dan hak masyarakat atas rumah 
yang layak, pihak swasta dalam hal ini adalah para pengembang atau 
developer berlomba-lomba melakukan berbagai penawaran untuk 
memasarkan produk-produk perumahan yang telah dibuatnya. Pemasaran 
yang dilakukan oleh pengembang atau developer, biasanya dilakukan dengan 
menggunakan sarana iklan seperti brosur, pamflet, baliho, media sosial, iklan 
online serta keterangan verbal dari pihak pemasaran untuk menginformasikan 
produk-produk perumahan yang dibangun dan ditawarkan pengembang 
kepada masyarakat.  
Berdasarkan informasi produk perumahan yang diberikan oleh 
pengembang atau developer inilah yang membuat masyarakat tertarik dan 
berminat untuk membeli produk perumahan. Banyak masyakarat memilih 
untuk membeli perumahan dari pihak pengembang karena proses 
pembeliannya yang cepat, tidak repot, banyak pilihan tipe bangunan, serta 
mendapatkan fasilitas dan promo menarik. Namun, seringkali dalam 
mempromosikan produk perumahannya, pihak pengembang atau developer 
menyalahgunakan kepercayaan masyarakat dengan memberikan informasi 
secara berlebihan dan tak jarang malah menyesatkan. Dalam kedudukannya 
sebagai konsumen, seringkali hak-hak masyarakat tidak diperhatikan oleh 
pihak pengembang selaku pelaku usaha.  
Salah satu hak konsumen diatur secara tegas di dalam Pasal 4 huruf c 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen 
(untuk selanjutnya disebut UUPK) yang berbunyi:  
“Hak konsumen adalah: hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur 
mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa”.  
Begitu tendensiusnya pemasaran, tidak jarang informasi yang 
disampaikan itu ternyata menyesatkan (misleading information) atau tidak 





Pengikatan Jual Beli (PPJB) dengan pengembang, atau bahkan sudah akad 
kredit dengan bank pemberi kredit pemilikan rumah (Yusuf Shofie, 2003: 
82). Dengan pemberian informasi yang tidak benar atau tidak jujur oleh 
pengembang, mengakibatkan konsumen perumahan seringkali merasa 
dirugikan.  
Pada kenyataannya, hingga kini masih banyak ditemui kasus dibidang 
perumahan. Hal tersebut dapat diketahui melalui data dari Badan 
Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) yang telah mencatat jumlah 
pengaduan konsumen yang masuk di enam bulan pertama tahun 2018 
meroket menjadi 241 pengaduan. Angka tersebut melampaui jumlah kasus 
sepanjang tahun 2017 sebanyak 106 pengaduan. Ketua BPKN, Ardiansyah 
Parman mengatakan, secara keseluruhan jumlah aduan yang masuk ke BPKN 
tersebut adalah soal perumahan. Masyarakat masih banyak yang menghadapi 
berbagai masalah dalam melindungi hak-haknya sebagai konsumen (Dwi 
Aditya Putra, 2018, https://www.merdeka.com/uang/bpkn-terima-241-
pengaduan-di-semester-i-2018-terbanyak-soal-perumahan.html, diakses 
tanggal 10 Oktober 2018, pukul 22.08 WIB). Permasalahan konsumen yang 
diadukan meliputi insiden pembiayaan, insiden ketidakjelasan status 
sertifikat, insiden ketidaksesuaian fasilitas umum, insiden ketidak sesuaian 
izin lingkungan dan insiden ketidakjelasan biaya pengelolaan dan layanan. 
Untuk aduan konsumen disektor perumahan pada tahun 2016 BPKN 
menerima sebesar 11 persen, tahun 2017 sebesar 8 persen dan tahun 2018 
yaitu 42,86 persen periode September 2017 hingga Maret 2018 ini (Bawono 
Yadika, 2018, https://www.merdeka.com/uang/selama-3-tahun-pengaduan-
konsumen-soal-perumahan-naik-50-persen.html, diakses tanggal 10 Oktober 
2018, pukul 22.38 WIB). 
Masih banyaknya kasus dalam bisnis perumahan ini bermula karena 
adanya ketidaksesuaian antara iklan berupa informasi produk perumahan 
dengan kenyataan yang diperoleh konsumen saat menempati rumah yang 
dibeli. Keadaan tersebut menyebabkan banyak konsumen perumahan yang 





sebagai pelaku usaha hanya menekankan pada keuntungan yang diperoleh, 
tanpa memperhatikan pemenuhan hak-hak masyarakat sebagai konsumen 
perumahan. Jika hal tersebut dibiarkan, tentu akan semakin merugikan 
konsumen.  
Dalam rangka memberikan perlindungan hukum bagi konsumen, 
Pasal 19 UUPK telah mengatur secara tegas bahwa “Pelaku usaha 
bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, 
dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang 
dihasilkan atau diperdagangkan”. Pelaku usaha yang dalam hal ini adalah 
pengembang atau developer wajib bertanggung jawab terhadap permasalahan 
seperti promosi yang tidak benar. Hal ini dapat membuka peluang bagi 
konsumen perumahan agar memperoleh produk perumahan yang sesuai 
dengan yang dijanjikan atau diiklankan serta untuk melahirkan tangggung 
jawab pelaku usaha untuk memberikan ganti rugi yang timbul apabila 
terdapat kerusakan, pencemaran dan/atau kerugian konsumen akibat membeli 
produk rumah yang diperdagangkan.  
Mayoritas konsumen di Indonesia masih terlalu rentan dalam 
menyerap informasi iklan yang “tidak sehat”. Oleh karena itu, sangat riskan 
kiranya bila tidak diadakan pengawasan yang memadai dan konsumen 
dibiarkan menimbang-nimbang serta memutuskan sendiri iklan apa yang 
pantas untuk dipercaya (Shidarta, 2004: 142). Pada BAB II Pedoman Asas 
dalam Etika Pariwara Indonesia (Amandemen 2014) telah mengatur bahwa 
pada prinsipnya iklan harus: 
a) Jujur, benar, dan bertanggung jawab. 
b) Bersaing secara sehat. 
c) Melindungi dan menghargai para pemangku kepentingan, tidak 
merendahkan agama, budaya, Negara, dan golongan, serta tidak 
bertentangan dengan hukum. 
Pentingnya peran negara dalam memberikan perlindungan terhadap 
konsumen, dilatarbelakangi oleh adanya ketidakseimbangan kedudukan 





mempunyai kedudukan yang lebih tinggi bila dibandingkan dengan 
konsumen (Dedi Harianto, 2010: 14). Merupakan suatu hal yang sangat 
penting bagi pemerintah, untuk membangun setiap negara haruslah ada suatu 
kesadaran bahwa konsumen bukan objek yang dapat dieksploitasi secara tidak 
bertanggung jawab oleh pelaku usaha demi keuntungan sepihak, tetapi harus 
ditempatkan sebagai subjek yang setara kedudukannya dengan pelaku usaha, 
karena masa depan dan kredibilitas pelaku usaha sangat ditentukan oleh 
keharmonisan hubungan di antara kedua belah pihak. 
Dalam rangka mewujudkan keseimbangan perlindungan kepentingan 
antara konsumen dan pelaku usaha, pemerintah berupaya dengan 
memberlakukan UUPK dengan harapan ketentuan ini mampu memberikan 
perlindungan terhadap konsumen dalam rangka untuk meningkatkan harkat 
dan martabat konsumen (Kelik Wardiono, 2014: 38). Meskipun belum ada 
peraturan khusus yang mengatur mengenai periklanan perumahan, namun 
beberapa pasal dalam UUPK telah mengakomodir perlindungan konsumen 
terhadap penyajian informasi iklan yang tidak benar atau menyesatkan. 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan 
Kawasan Permukiman (UUPKP) diberlakukan sacara khusus untuk mengatur 
penyelenggaraan dan pembangunan perumahan dan permukiman itu sendiri. 
Sedangkan untuk melindungi konsumen perumahan dari informasi penawaran 
produk perumahan yang tidak benar dari pihak pengembang, dapat mengacu 
pada UUPK dan dilengkapi dengan UUPKP. 
Fajar Group merupakan pengembang atau developer yang ada di 
Surakarta yang memiliki jangkauan bisnis cukup besar dibidang perumahan. 
Kabupaten Karanganyar merupakan salah satu wilayah yang menjadi 
jangkauan bisnis perumahannya. Kebutuhan akan perumahan di Kabupaten 
Karanganyar ternyata cukup tinggi. Hal ini nampak dari besarnya 
pertumbuhan dan pembangunan perumahan di setiap wilayah Kabupaten 
Karanganyar dan selalu laku terjual. Maka dari itu, dapat diindikasikan bahwa 
perumahan merupakan kebutuhan yang sangat penting dan mendesak bagi 





Dalam melakukan penawaran produk perumahan, pengembang Fajar 
Group mempergunakan berbagai media massa seperti brosur, baliho, media 
sosial, iklan di internet, serta informasi verbal dari bagian pemasaran. Melalui 
informasi-informasi penawaran tersebut konsumen dapat mengetahui 
beberapa hal seperti siteplan, harga, spesifikasi teknis bangunan, penyediaan 
sarana dan prasarana umum. Realisasi atas informasi produk perumahan yang 
diberikan oleh pihak pengembang Fajar Group tersebut apakah sesuai atau 
tidak serta bagaimana tanggung jawab pengembang Fajar Group apabila 
terdapat ketidaksesuaian, perlu diteliti lebih lanjut. 
Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis 
menganggap perlu untuk melakukan penelitian terkait informasi yang 
diterbitkan dan diberikan oleh pengembang Fajar Group kepada konsumen 
perumahan sudah memenuhi atau belum memenuhi kaidah-kaidah UUPK dan 
UUPKP serta bagaimana tanggung jawab pengembang Fajar Group atas 
ketidaksesuaian antara informasi yang diberikan dengan kenyataannya, dalam 
sebuah penulisan hukum yang berjudul “PERLINDUNGAN HUKUM 
BAGI KONSUMEN PERUMAHAN DALAM HAL PEMENUHAN 
HAK ATAS INFORMASI YANG DITERBITKAN OLEH 
PENGEMBANG FAJAR GROUP DI KABUPATEN 
KARANGANYAR”. 
 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka 
diperlukan perumusan masalah untuk mempermudah penulis dalam 
membatasi permasalahan yang akan dikaji. Adapun pokok masalah yang akan 
dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Apa saja informasi yang diterbitkan dan diberikan oleh pengembang 
Fajar Group kepada konsumen perumahan? 
2. Apakah informasi yang diterbitkan dan diberikan oleh pengembang Fajar 





1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman? 
3. Bagaimana tanggung jawab pengembang Fajar Group atas 
ketidaksesuaian antara informasi yang diberikan dengan kenyataan yang 
diperoleh konsumen perumahan? 
 
C. Tujuan Penelitian 
Tujuan penelitian diperlukan sebagai arah pedoman dalam 
mengadakan suatu penelitian. Pada dasarnya, tujuan penelitian menguraikan 
hal-hal yang hendak dicapai oleh peneliti baik sebagai penyelesaian atas 
permasalahan yang dihadapi maupun untuk memenuhi kebutuhan perorangan. 
Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  
1. Tujuan Obyektif 
a. Untuk mengetahui informasi yang diterbitkan dan diterbitkan oleh 
pengembang Fajar Group kepada konsumen perumahan.  
b. Untuk mengetahui informasi yang diterbitkan dan diberikan oleh 
pengembang Fajar Group sudah memenuhi atau belum memenuhi 
kaidah-kaidah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 
Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 
tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. 
c. Untuk mengetahui tanggung jawab pengembang Fajar Group atas 
ketidaksesuaian antara informasi yang diberikan dengan kenyataan 
yang diperoleh konsumen perumahan. 
2. Tujuan Subyektif 
a. Menambah pemahaman dan wawasan penulis dalam mengkaji 
masalah dibidang Hukum Administrasi Negara, khususnya mengenai 
perlindungan hukum bagi konsumen perumahan. 
b. Melengkapi syarat-syarat akademis dalam mencapai gelar 
kesarjanaan dibidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas 





c. Menerapkan teori-teori ilmu hukum yang telah diperoleh penulis 
selama perkuliahan agar dapat memberi manfaat baik bagi penulis 
maupun masyarakat. 
D. Manfaat Penelitian 
Suatu penelitian diharapkan mampu memberikan manfaat yang 
meliputi 2 (dua) hal, yaitu manfaat teoretis yang berkaitan dengan 
pengembangan ilmu hukum dan manfaat praktis yang berkaitan dengan 
pemecahan masalah yang dikaji. Adapun manfaat yang dapat diperoleh 
adalah sebagai berikut: 
1. Manfaat Teoretis 
a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam 
pengembangan ilmu hukum, khususnya Hukum Administrasi Negara 
mengenai Hukum Perlindungan Konsumen dan Hukum Perumahan. 
b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya referensi dan 
literatur dalam kepustakaan tentang kajian Hukum Administrasi 
Negara, khususnya mengenai perlindungan hukum bagi konsumen 
perumahan.  
c. Hasil penelitian ini dapat dipakai sebagai acuan bagi penelitian atau 
penulisan hukum selanjutnya yang sejenis. 
2. Manfaat Praktis 
a. Menambah pengetahuan, mengembangkan penalaran, serta 
mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu hukum 
yang telah diperoleh. 
b. Diharapkan dapat memberikan jawaban atas permasalahan yang 
sedang dikaji oleh penulis. 
c. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran dan  
masukan bagi berbagai pihak yang terkait dalam perlindungan 








E. Metode Penelitian 
Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan know-how dalam ilmu 
hukum, bukan sekedar know-about. Sebagai kegiatan know-how, penelitian 
hukum dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi. Di sinilah 
dibutuhkan kemampuan untuk mengidentifikasi masalah hukum, melakukan 
penalaran hukum, menganalisis masalah yang dihadapi dan kemudian 
memberikan pemecahan atas masalah tersebut (Peter Mahmud Marzuki, 
2014: 60). 
Dalam melakukan penelitian hukum, peneliti perlu menentukan 
metode penelitian yang tepat. Adapun metode penelitian yang digunakan 
dalam penulisan hukum ini adalah sebagai berikut:  
1. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian 
hukum yang mempunyai objek kajian tentang sistem norma (kaidah atau 
aturan hukum) sehingga menjadikan sistem norma tersebut sebagai pusat 
kajiannya (Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, 2010: 36).  
Dalam penelitian ini akan diuraikan mengenai perlindungan 
hukum bagi konsumen perumahan dalam hal pemenuhan hak atas 
informasi yang diterbitkan dan diberikan oleh pengembang Fajar Group.  
2. Sifat Penelitian 
Sifat penelitian preskriptif dimaksudkan untuk memberikan 
argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, 
untuk memberikan preskripsi atau penilaian mengenai benar atau salah 
atau apa yang seyogianya menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa 
hukum dari hasil penelitian (Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto 
Achmad, 2010: 184). Sifat preskriptif dalam penulisan hukum ini yaitu 
penulis akan mempelajari kaidah hukum serta segala ketentuan peraturan 
perundang-undangan terkait perlindungan hukum bagi konsumen 
perumahan, yang kemudian bentuk terapannya berupa menelaah dan  





perumahan serta tanggung jawab pengembang Fajar Group ditinjau 
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait 
perlindungan konsumen dan perumahan. 
3. Pendekatan Penelitian 
Pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis adalah 
pendekatakan undang-undang (statute approach). Pendekatan undang-
undang (statute approach) dilakukan dengan menelaah semua undang-
undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang 
sedang ditangani (Peter Mahmud Marzuki, 2014: 133). Untuk mencari 
pemecahan terhadap isu hukum yang diangkat dalam penulisan hukum 
ini, dilakukan penelaahan terhadap regulasi yaitu Undang-Undang 
Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan 
Permukiman serta regulasi lain yang berkaitan dengan isu hukum. 
4. Jenis dan Sumber Data Penelitian 
Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis data sekunder. 
Data sekunder dalam penelitian hukum adalah data yang diperoleh dari 
hasil penelaahan kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literatur 
atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian 
yang sering disebut sebagai bahan hukum (Mukti Fajar Nur Dewata dan 
Yulianto Achmad, 2010: 156). Didalam penelitian hukum, data sekunder 
mencakup (Soerjono Soekanto, 2015: 13):  
a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat. 
Bahan hukum primer yang digunakan terdiri dari: 
1) Peraturan dasar yaitu Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
2) Peraturan Perundang-undangan antara lain:  
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 
Perlindungan Konsumen 
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan 





- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk 
Wetboek) 
- Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah 
Republik Indonesia Nomor 403/KPTS/M/2002 tentang 
Pedoman Teknis Pembangunan Rumah Sederhana Sehat 
- Keputusan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor: 
09/KPTS/M/1995 tentang Pedoman Pengikatan Jual Beli 
Rumah 
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1974 
tentang Ketentuan-ketentuan mengenai Penyediaan dan 
Pemberian Tanah untuk Keperluan Perusahaan 
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 
tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana, dan 
Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah 
- Etika Pariwara Indonesia (Tata Krama dan Tata Cara 
Periklanan Indonesia) 
b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang 
memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti 
hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, jurnal-jurnal 
hukum, artikel hukum, buku-buku mengenai hukum perlindungan 
konsumen dan hukum perumahan, serta bahan-bahan hukum dari 
media internet dan sumber lain yang berkaitan dengan masalah yang 
sedang diteliti. 
c. Bahan Hukum Tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk 
maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, 
seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia. 
5. Teknik Pengumpulan Data 
a. Studi Kepustakaan  
Pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan (literature 





perundang-undangan, buku, arsip hasil penelitian, dan jurnal 
(Zainuddin Ali, 2011: 107).  
b. Studi Lapangan  
Pengumpulan data juga dilakukan dengan wawancara terhadap 
narasumber-narasumber yang berakitan dengan penelitian ini. 
Penggalian informasi ini diperlukan sebagai data penunjang 
(Zainuddin Ali, 2011: 107). Untuk mendapatkan data atau informasi, 
penulis melakukan klarifikasi langsung pada Kantor Pemasaran Fajar 
Group dan klarifikasi dengan mengajukan sejumlah pertanyaan 
kepada Pimpinan Marketing/Pemasaran Fajar Group yaitu Ibu Anik. 
Selain itu, penulis juga mencari informasi dengan mengajukan 
sejumlah pertanyaan kepada beberapa konsumen perumahan yang 
membeli produk rumah dari pengembang Fajar Group.  
6. Teknik Analisa Data 
Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik analisis data 
dengan logika deduktif. Penelitian hukum normatif yang mengkaji sistem 
norma sebagai objek kajiannya dapat menggunakan logika deduktif 
dengan alat silogisme untuk membangun preskriptif kebenaran hukum. 
Proses penalaran ini akan selalu menempatkan kaidah hukum dalam 
peraturan perundangan, prinsip-prinsip hukum, dan ajaran atau doktrin 
hukum sebagai premis mayor dan fakta atau peristiwa hukum sebagai 
premis minor (Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, 2010: 
122). Dari kedua premis tersebut kemudian ditarik kesimpulan atau 
conclusio. 
Premis mayor dalam penelitian ini adalah Undang-Undang 
Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan 
Permukiman. Sedangkan premis minor atau fakta hukum dalam 
penelitian ini yaitu, informasi yang diterbitkan dan diberikan oleh 
pengembang Fajar Group kepada konsumen perumahan, informasi yang 





belum memenuhi kaidah-kaidah UUPK dan UUPKP serta tanggung 
jawab pengembang Fajar Group atas ketidaksesuaian antara informasi 
yang diberikan dengan kenyataan yang diperoleh konsumen perumahan. 
Dari kedua premis tersebut, ditarik kesimpulan informasi yang 
diterbitkan dan diberikan oleh pengembang Fajar Group sudah 
memenuhi atau belum memenuhi dengan UUPK dan UUPKP serta sudah 
ada atau belum tanggung jawab pengembang Fajar Group terhadap 
ketidaksesuaian informasi dan kerugian konsumen perumahan. 
 
F. Sistematika Penulisan Hukum 
Sistematika penelitian hukum diperlukan guna memberikan gambaran 
secara menyeluruh dan mempermudah penulis dalam melakukan pembahasan 
dan penjabaran seluruh isi penulisan hukum ini. Adapun sistematika laporan 
penulisan hukum yang disusun oleh penulis adalah sebagai berikut: 
BAB I : PENDAHULUAN 
Pada bab ini penulis akan menguraikan latar belakang masalah, 
rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode 
penelitian, dan sistematika penulisan hukum. 
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 
Dalam bab ini penulis menguraikan 2 (dua) sub bab, yang 
pertama adalah kerangka teori yang menjadi literatur pendukung  
dalam memecahkan masalah yang diangkat dalam penulisan 
hukum ini, yang meliputi tinjauan tentang hukum perlindungan 
konsumen, tinjauan tentang konsumen, tinjauan tentang 
pengembang atau developer dan tanggung jawabnya, tinjauan 
tentang hukum perumahan, tinjauan tentang periklanan, dan 
tinjauan tentang perjanjian jual beli antara konsumen dengan 
pengembang. Sub bab yang kedua adalah kerangka pemikiran 
yang memuat alur berpikir yang hendak ditempuh penulis, yang 
disajikan dalam bentuk skema atau bagan beserta keterangannya.  





Dalam bab ini penulis akan menguraikan hasil penelitian yang 
diperoleh berupa pembahasan tentang informasi yang diterbitkan 
dan diberikan oleh pengembang Fajar Group kepada konsumen 
perumahan, informasi yang diterbitkan dan diberikan oleh 
pengembang Fajar Group sudah memenuhi atau belum memenuhi 
kaidah-kaidah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 
Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 
2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman serta 
tanggung jawab pengembang Fajar Group atas ketidaksesuaian 
antara informasi yang diberikan dengan kenyataan yang diperoleh 
konsumen perumahan. 
BAB IV  : PENUTUP 
Pada bab ini akan memuat simpulan dan saran-saran hasil 




















A. Kerangka Teori 
1. Tinjauan Tentang Hukum Perlindungan Konsumen 
a. Teori Perlindungan Hukum 
Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa Negara Indonesia adalah 
negara hukum. Sebagai negara hukum, Indonesia diharapkan mampu 
memberikan perlindungan hukum bagi setiap warga negaranya. 
Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan 
kepada subyek hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat 
preventif (pencegahan) maupun yang bersifat represif (pemaksaan), 
baik yang lisan maupun yang tertulis. Dengan kata lain dapat 
dikatakan bahwa perlindungan hukum sebagai suatu gambaran 
tersendiri dari fungsi hukum itu sendiri, yang memiliki konsep 
bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, 
kemanfaatan dan kedamaian (Anonim, 2014, 
http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-
para-ahli/, diakses tanggal 1 Desember 2018, pukul 13.41 WIB). 
Beberapa ahli telah memberikan pendapatnya mengenai 
perlindungan hukum, Fitzgerald mengutip istilah teori perlindungan 
hukum dari Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan 
mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena 
dalam suatu lalu lintas kepentingan, pelindungan terhadap 
kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi 
berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah 
mengurusi hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki 
otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu 
diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan 




 segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada 
dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk 
mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan 
antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap  mewakili 
kepentingan masyarakat (Satjipto Raharjo, 2000: 53). 
Satjipto Raharjo berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah 
memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia (HAM) yang 
dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada 
masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang 
diberikan oleh hukum (Satjipto Raharjo, 2000: 69). 
Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum adalah 
sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi 
suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti 
hukum memberikan perlindungan terhadap pelanggaran dari sesuatu 
yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut (Anonim, 
2014, http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-
menurut-para-ahli/, diakses tanggal 1 Desember 2018, pukul 13.55 
WIB). 
Sedangkan menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan 
suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan 
perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya 
dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dibedakan menjadi dua, 
yaitu (Muchsin, 2003: 20): 
1) Perlindungan Hukum Preventif 
Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan 
untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat 
dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk 
mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu 
atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban. 




Perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan 
hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa 
atau telah dilakukan suatu pelanggaran. 
Perlindungan hukum yang diberikan bagi rakyat Indonesia 
merupakan implementasi atas prinsip pengakuan dan perlindungan 
terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada 
Pancasila dan prinsip Negara Hukum yang berdasarkan Pancasila. 
b. Pengertian Perlindungan Konsumen 
Hukum perlindungan konsumen adalah keseluruhan asas-asas 
dan kaidah-kaidah yang mengatur dan melindungi konsumen dalam 
hubungan dan masalah penyediaan dan penggunaan produk 
konsumen antara penyedia dan penggunanya, dalam kehidupan 
bermasyarakat (Zulham, 2013: 23). 
Ruang lingkup hukum perlindungan konsumen pada dasarnya 
berfokus pada hubungan hukum antara konsumen dengan pelaku 
usaha, di dalam berbagai tahap kegiatan ekonomi, yaitu kegiatan 
produksi, distribusi maupun konsumsi (Kelik Wardiono, 2014: 6). 
Perlindungan konsumen adalah istilah yang dipakai untuk 
menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan kepada 
konsumen dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dari hal-
hal yang merugikan konsumen itu sendiri (Zulham, 2013: 21). 
Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UUPK memberikan pengertian, 
perlindungan konsumen adalah  segala upaya yang menjamin adanya 
kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. 
Rumusan pengertian perlindungan konsumen yang terdapat dalam 
Pasal 1 angka 1 UUPK tersebut cukup memadai. Kalimat yang 
menyatakan “segala upaya yang menjamin adanya kepastian 
hukum”, diharapkan sebagai benteng untuk meniadakan tindakan 
sewenang-wenang yang merugikan pelaku usaha hanya demi untuk 
kepentingan perlindungan konsumen (Ahmad Miru dan Sutarman 




Dalam konteks UUPK, pembicaraan tentang subjek hukum, 
adalah untuk mengetahui siapa saja yang dapat memiliki hak dan 
dibebani kewajiban menurut UUPK dan dengan demikian berarti 
juga untuk mengetahui siapa sajakah yang dapat “mempergunakan” 
UUPK untuk memperjuangkan hak-haknya. Terdapat dua subjek 
hukum yang diatur dalam UUPK, yaitu konsumen dan pelaku usaha 
(Kelik Wardiono, 2014: 7). 
Cakupan perlindungan konsumen itu dapat dibedakan dalam 
dua aspek, yaitu (Zulham, 2013: 22): 
1) Perlindungan terhadap kemungkinan barang yang diserahkan 
kepada konsumen tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati. 
2) Perlindungan terhadap diberlakukannya syarat-syarat yang tidak 
adil kepada konsumen. 
Norma-norma perlindungan konsumen dalam sistem UUPK 
dikelompokkan sebagai berikut (Yusuf Shofie, 2003: 10): 
1) Kegiatan produksi dan/atau perdagangan barang dan/atau jasa 
(Pasal 8 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3)) UUPK; 
2) Kegiatan penawaran, promosi, dan periklanan barang dan/atau 
jasa (Pasal 9 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 10, Pasal 12, 
Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 15, Pasal 16, serta Pasal 17 
ayat (1) dan ayat (2)) UUPK; 
3) Kegiatan transaksi penjualan barang dan/atau jasa (Pasal 11, 
Pasal 14, serta Pasal 18 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4)) UUPK; 
4) Kegiatan pasca transaksi penjualan barang dan/atau jasa (Pasal 
25 dan Pasal 26) UUPK. 
Pengelompokan norma-norma perlindungan hukum bagi 
konsumen dalam UUPK yang dilakukan oleh Yusuf Shofie di atas 
berlaku pula dalam setiap proses/tahapan transaksi jual beli rumah 
antara konsumen dan pengembang atau developer. 





1) Tahap pra transaksi konsumen adalah tahap transaksi dimana 
pembelian, penyewaan, pemberian hadiah komersial dan 
sebagainya yang belum terjadi. 
2) Tahap transaksi konsumen, dimana transaksi konsumen sudah 
terjadi. 
3) Tahap purna transaksi, disebut juga dengan purna jual dan 
pelaksanaanya telah diselengarakan. 
Dikarenakan posisi konsumen yang lemah maka ia harus 
dilindungi oleh hukum. Salah satu sifat, sekaligus tujuan hukum itu 
adalah memberikan perlindungan kepada masyarakat (Kelik 
Wardiono, 2014: 5-6).  
Perlindungan hukum bagi konsumen dalam hukum bisnis perlu 
diperhatikan sebab konsumen adalah orang yang berkepentingan 
untuk menumbuh kembangkan sebuah perusahaan. Setiap konsumen 
yang telah memberikan kewajibannya untuk memperoleh barang 
atau jasa yang diinginkan, penting juga untuk memperoleh hak-
haknya. Salah satu hak konsumen adalah memperoleh perlindungan 
dari para pengembang (Tia Monica Ifana Putri dan A.M Tri 
Anggraini, 2018: 3). 
c. Asas-asas Perlindungan Konsumen 
Dalam penjelasan Pasal 2 UUPK, menjelaskan 5 (lima) asas 
yang relevan dalam pembangunan nasional yaitu: 
1) Asas manfaat, bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan 
perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-
besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara 
keseluruhan. 
2) Asas keadilan, agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan 
secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada 
konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan 




3) Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan 
keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha dan 
pemerintah dalam arti materiil ataupun spiritual.  
4) Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk 
memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada 
konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan 
barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.  
5) Asas kepastian hukum dimaksudkan agar baik pelaku usaha 
maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan 
dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara 
menjamin kepastian hukum. 
d. Tujuan Perlindungan Konsumen 
Berdasarkan Pasal 3 UUPK, perlindungan konsumen bertujuan: 
1) Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian 
konsumen untuk melindungi diri; 
2) Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara 
menghindarkannya dari ekses negatif pemakaian barang 
dan/atau jasa; 
3) Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, 
menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen; 
4) Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang 
mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan 
informasi serta akses untuk mendapatkan informasi; 
5) Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai 
pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap 
yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha; 
6) Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin 
kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, 






2. Tinjauan Tentang Konsumen 
a. Pengertian Konsumen  
Istilah “konsumen” sebagai definisi formal ditemukan pada 
Pasal 1 angka 2 UUPK yaitu, “Setiap orang pemakai barang dan atau 
jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri 
sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup dan tidak untuk 
diperdagangkan” (Kelik Wardiono, 2014: 14).  
Konsumen memang tidak sekadar pembeli (buyer atau koper), 
tetapi semua orang (perorangan atau badan usaha) yang 
mengkonsumsi jasa dan/atau barang. Jadi, yang paling penting 
terjadinya suatu transaksi konsumen (consumer transaction) berupa 
peralihan barang dan/atau jasa, termasuk peralihan kenikmatan 
dalam menggunakannya (Shidarta, 2004: 7). Yang dimaksud dengan 
konsumen perumahan adalah konsumen yang membeli produk 
rumah dari pihak pengembang atau developer (terjadi peralihan 
kepemilikan rumah). 
b. Hak dan Kewajiban Konsumen  
Berdasarkan Pasal 4 UUPK, hak-hak konsumen adalah: 
1) Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam 
mengkonsumsi barang dan/atau jasa; 
2) Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan 
barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan 
kondisi serta jaminan yang dijanjikan; 
3) Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai 
kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa; 
4) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang 
dan/atau jasa yang digunakan; 
5) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya 
penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut; 




7) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur 
serta tidak diskriminatif; 
8) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau 
penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima 
tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana 
mestinya; 
9) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-
undangan lainnya. 
Pasal 5 UUPK mengatur secara tegas kewajiban konsumen 
adalah:  
1) Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur 
pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi 
keamanan dan keselamatan; 
2) Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang 
dan/atau jasa; 
3) Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati; 
4) Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan 
konsumen secara patut. 
c. Hak Konsumen atas Informasi dari Pelaku Usaha 
Berdasarkan Pasal 4 huruf c UUPK menyatakan bahwa salah 
satu hak konsumen adalah hak atas informasi yang benar, jelas, dan 
jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Hak atas 
informasi ini sangat penting, karena tidak memadainya informasi 
yang disampaikan kepada konsumen ini dapat juga merupakan salah 
satu bentuk cacat produk, yaitu yang dikenal dengan cacat instruksi 
atau cacat karena informasi yang tidak memadai. Hak atas informasi 
yang jelas dan benar dimaksudkan agar konsumen dapat 
memperoleh gambaran yang benar tentang suatu produk, karena 
dengan informasi tersebut, konsumen dapat memilih produk yang 




kesalahan dalam menggunakan suatu produk (Ahmad Miru dan 
Sutarman Yodo, 2017: 41). 
UUPK telah mengatur secara tegas pembatasan bagi pelaku 
usaha dalam melakukan penawaran, promosi atau pengiklanan 
barang dan/jasa yang diperdagangkan. Pembatasan tersebut berupa 
larangan bagi pelaku usaha yang terdapat di dalam Bab IV Pasal 8 
sampai dengan pasal 17 UUPK. 
Perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha meliputi: 
1) Menjual produk atau jasa yang dilarang 
Berdasarkan Pasal 8 ayat (1) UUPK, produk atau jasa yang 
dilarang meliputi: 
a) Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang 
dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-
undangan; 
b) Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan 
jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam 
label atau etiket barang tersebut; 
c) Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah 
dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya; 
d) Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau 
kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau 
keterangan barang dan/atau jasa tersebut; 
e) Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses 
pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu 
sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang 
dan/atau jasa tersebut; 
f) Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, 
etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang 




g) Tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka 
waktu penggunaan/ pemanfaatan yang paling baik atas 
barang tertentu; 
h) Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, 
sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam 
label; 
i) Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang 
yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau 
netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat 
sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan 
lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus 
dipasang/dibuat; 
j) Tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk 
penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan 
ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 
2) Memanipulasi produk atau jasa 
Berdasarkan Pasal 9 UUPK, pelaku usaha dilarang 
menawarkan, mempromosikan, mengiklankan produk barang 
atau jasa secara tidak benar, dan/atau seolah-olah barang atau 
jasa tersebut: 
a) Telah memenuhi dan/atau memiliki potongan harga, harga 
khusus, standar mutu tertentu, gaya atau mode tertentu, 
karakteristik tertentu, sejarah atau guna tertentu; 
b) Dalam keadaan baik dan/atau baru; 
c) Telah mendapatkan dan/atau memiliki sponsor, persetujuan, 
perlengkapan tertentu, keuntungan tertentu, ciri-ciri kerja 
atau aksesori tertentu; 
d) Dibuat oleh perusahaan yang mempunyai sponsor, 
persetujuan atau afiliasi; 
e) Tersedia; 




g) Merupakan kelengkapan dari barang tertentu; 
h) Berasal dari daerah tertentu; 
i) Secara langsung atau tidak langsung merendahkan barang 
dan/atau jasa lain; 
j) Menggunakan kata-kata yang berlebihan, seperti aman, tidak 
berbahaya, tidak mengandung risiko atau efek sampingan 
tanpa keterangan yang lengkap; 
k) Menawarkan sesuatu yang mengandung janji yang belum 
pasti. 
3) Informasi yang menyesatkan 
Dalam Pasal 10 UUPK mengatur bahwa pelaku usaha 
dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan atau 
membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan 
mengenai: 
a) Harga atau tarif suatu barang dan/atau jasa; 
b) Kegunaan suatu barang dan/atau jasa; 
c) Kondisi, tanggungan, jaminan, hak atau ganti rugi atas suatu 
barang dan/atau jasa; 
d) Tawaran potongan harga atau hadiah menarik yang 
ditawarkan; 
e) Bahaya penggunaan barang dan/atau jasa. 
4) Cara obral atau lelang yang mengelabui/menyesatkan konsumen  
Berdasarkan Pasal 11 UUPK, pelaku usaha dilarang 
mengelabui/menyesatkan konsumen dengan: 
a) Menyatakan barang dan/atau jasa tersebut seolah-olah telah 
memenuhi standar mutu tertentu; 
b) Menyatakan barang dan/atau jasa tersebut seolah-olah tidak 
mengandung cacat tersembunyi; 
c) Tidak berniat untuk menjual barang yang ditawarkan 




d) Tidak menyediakan barang dalam jumlah tertentu dan/atau 
jumlah yang cukup dengan maksud menjual barang yang 
lain; 
e) Tidak menyediakan jasa dalam kapasitas tertentu atau 
dalam jumlah cukup dengan maksud menjual jasa yang lain; 
f) Menaikkan harga atau tarif barang dan/atau jasa sebelum 
melakukan obral. 
5) Pemberian hadiah dalam rangka promosi suatu barang/jasa 
Pasal 13 ayat (1) dan Pasal 14 UUPK, mengatur bahwa 
pelaku usaha dalam menawarkan barang atau jasa yang 
diperdagangkan dengan memberi hadiah melalui cara undian, 
dilarang untuk: 
a) Tidak melakukan penarikan hadiah setelah batas waktu yang 
dijanjikan; 
b) Mengumumkan hasilnya tidak melalui media massa; 
c) Memberikan hadiah tidak sesuai dengan yang dijanjikan; 
d) Mengganti hadiah yang tidak setara dengan nilai hadiah 
yang dijanjikan.  
6) Menawarkan barang/jasa melalui pesanan 
Pasal 16 UUPK mengatur dengan tegas bahwa pelaku 
usaha dalam menawarkan barang atau jasa melalui pesanan 
dilarang untuk: 
a) Tidak menepati pesanan dan/atau kesepakatan waktu 
penyelesaian sesuai dengan yang dijanjikan; 
b) Tidak menepati janji atas suatu pelayanan dan/atau prestasi. 
Secara umum, informasi yang disampaikan kepada konsumen 
dilakukan dengan cara merepresentasikan suatu produk dengan 
berbagai cara dengan berbagai media, namun dalam pelaksanaannya 
kadang terjadi misrepresentasi. Misrepresentasi merupakan 
pernyataan tidak benar yang dilakukan oleh suatu pihak untuk 




demikian, masalah dasar dari misrepresentasi adalah dampak dari 
suatu pernyataan yang disampaikan sebelum terjadinya perjanjian 
(Ahmad Miru dan Sutarman Yodo, 2017: 1). 
 
3. Tinjauan Tentang Pengembang atau Developer dan Tanggung 
Jawabnya 
a. Pengertian Pengembang atau Developer 
Pengembang perumahan atau developer merupakan pelaku 
usaha yang bergerak dibidang pelaksanaan perumahan dan kawasan 
permukiman. Pengembang perumahan yang dimaksud dalam 
Undang-Undang Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah 
pelaku usaha berbadan hukum yang didirikan oleh Warga Negara 
Indonesia yang kegiatannya dibidang penyelenggaraan perumahan 
dan kawasan permukiman. Dalam Akta Pendirian Perusahaannya 
harus secara jelas menyebutkan bidang usaha sebagai pengembang 
perumahan dan kawasan Perumahan dan Kawasan Permukiman 
(Nurpanca Sitorus, dkk, 2014: 6). 
Dalam hal ini pengembang atau developer dapat dikatakan 
berkedudukan sebagai pelaku usaha. Pasal 1 angka 3 UUPK 
menyatakan bahwa pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan 
atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan 
badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan 
kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik 
sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan 
kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.  
Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Ketentuan-ketentuan 
mengenai Penyediaan dan Pemberian Tanah untuk Keperluan 
Perusahaan, disebutkan bahwa Perusahaan Pembangunan Perumahan 
yang dapat disebut pula developer adalah suatu perusahaan yang 




dalam jumlah yang besar di atas suatu areal tanah yang akan 
merupakan suatu kesatuan lingkungan pemukiman yang dilengkapi 
dengan prasarana-prasarana lingkungan dan fasilitas-fasilitas sosial 
yang diperlukan oleh masyarakat penghuninya.  
Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa 
pengembang atau developer telah memenuhi kriteria untuk 
dikategorikan sebagai pelaku usaha, maka dari itu dalam 
menjalankan kegiatan usahanya pengembang harus tunduk pada 
UUPK. 
b. Hak dan Kewajiban Pengembang atau Developer 
Dalam hal ini hak-hak pengembang atau developer sebagai 
pelaku usaha menurut Pasal 6 UUPK yaitu: 
1) Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan 
kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau 
jasa yang diperdagangkan; 
2) Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan 
konsumen yang beritikad tidak baik; 
3) Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam 
penyelesaian hukum sengketa konsumen; 
4) Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum 
bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang 
dan/atau jasa yang diperdagangkan; 
5) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-
undangan lainnya. 
Kewajiban-kewajiban pelaku usaha yang dalam hal ini adalah 
pengembang atau developer diatur secara tegas di dalam Pasal 7 
UUPK, antara lain: 
1) Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya; 
2) Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai 
kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi 




3) Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur 
serta tidak diskriminatif; 
4) Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau 
diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang 
dan/atau jasa yang berlaku; 
5) Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, 
dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi 
jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang 
diperdagangkan; 
6) Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas 
kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan 
barang dan/atau jasa yang diperdagangkan; 
7) Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila 
barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak 
sesuai dengan perjanjian. 
c. Tanggung Jawab Pengembang atau Developer 
Secara umum, prinsip-prinsip tanggung jawab dalam hukum 
dibedakan sebagai berikut (Kelik Wardiono, 2014: 77-82): 
1) Prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan (liability based 
on fault), seseorang dapat dimintakan pertanggungjawaban 
secara hukum jika ada unsur kesalahan yang dilakukannya.  
2) Prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab (presumption of 
liability principle), tergugat selalu dianggap bertanggung jawab 
sampai ia dapat membuktikan bahwa ia tidak bersalah. 
3) Prinsip praduga selalu tidak bertanggung jawab (presumption of 
nonliability principle), merupakan kebalikan dari prinsip 
praduga untuk selalu bertanggung jawab, dimana tergugat selalu 
dianggap tidak bertanggung jawab sampai dibuktikan, bahwa ia 
bersalah. Dalam prinsip ini hanya dikenal dalam lingkup 
transaksi konsumen yang sangat terbatas, dan pembatasan 




4) Prinsip tanggung jawab mutlak (strict liability), kesalahan tidak 
sebagai faktor yang menentukan, ada pengecualian-
pengecualian yang memungkinkan untuk dibebaskan dari 
tanggung jawab, misalnya force majure. 
5) Prinsip tanggung jawab pembatasan (limitation of liability 
principle) sangat disenangi oleh pelaku usaha untuk 
dicantumkan sebagai klausula eksonerasi dalam perjanjian 
standar yang dibuatnya. 
Tanggung jawab pengembang sebagi pelaku usaha telah 
diatur di dalam BAB VI Pasal 19 sampai dengan pasal 28. Tanggung 
jawab pengembang atau developer sebagai pelaku usaha menurut 
Pasal 19 UUPK, yaitu: 
1) Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas 
kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat 
mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau 
diperdagangkan.  
2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa 
pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang 
sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau 
pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku.  
3) Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 
(tujuh) hari setelah tanggal transaksi.  
4) Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan 
ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan 
pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya 
unsur kesalahan.  
5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) 
tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa 




Memperhatikan substansi Pasal 19 ayat (1) UUPK, tanggung 
jawab pelaku usaha yaitu: 
1) Tanggung jawab ganti kerugian atas kerusakan, 
2) Tanggung jawab ganti kerugian atas pencemaran, 
3) Tanggung jawab ganti kerugian atas kerugian konsumen. 
Dalam hal tanggung jawab pelaku usaha maka perlu dilihat 
ada tidaknya suatu kerugian yang telah diderita oleh konsumen 
sebagai akibat dari penggunaan, pemanfaatan, serta pemakaian atas 
produk yang dihasilkan oleh pelaku usaha tertentu. Tanggung jawab 
pelaku usaha dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen 
mengandung materi yang berstruktur sebagai berikut (Johannes 
Gunawan, 1999: 47):  
1) Product Liability adalah tanggung jawab perdata secara langsung 
dari pelaku usaha atas kerugian yang dialami akibat 
mengkonsumsi produk yang dihasilkannya. 
2) Profesional Liability adalah tanggung jawab perdata yang 
didasarkan pada tanggung jawab perdata secara langsung atas 
dasar perjanjian kontrak dari pelaku usaha pemberi jasa atas 
kerugian yang dialami oleh konsumen akibat memanfaatkan jasa 
yang diberikannya. 
3) Contractual Liability adalah tanggung jawab perdata atas dasar 
perjanjian dari pelaku usaha baik terhadap barang maupun jasa 
yang dihasilkannya atas kerugian yang dialami konsumen akibat 
mengkonsumsi barang yang dihasilkannya atau memanfaatkan 
jasa yang diberikannya. 
4) Criminal Liability adalah tanggung jawab pidana dari pelaku 
usaha atas terganggunya keselamatan dan keamanan konsumen. 
 
4. Tinjauan Tentang Periklanan 
Iklan adalah segala bentuk promosi yang ditujukan untuk 




masyarakat dengan mempergunakan media yang dibayar berdasarkan 
tarif tertentu. Tampak dari pengertian iklan ini, aspek peningkatan 
penjualan barang dan/jasa menjadi tujuan utama pelaku usaha untuk 
beriklan (Dedi Harianto, 2010: 97).  
Secara mendasar pengertian iklan dalam yurisprudensi 
Mahkamah Agung telah mencakup unsur-unsur periklanan pada 
umumnya, yaitu berupa unsur pemberian informasi, unsur bentuk dan 
format iklan, unsur pencapaian tujuan bisnis (memperkenalkan atau 
meningkatkan penjualan produk), dan iklan tidak boleh melanggar 
aturan-aturan hukum yang berlaku untuk pencapaian tujuan bisnisnya 
dengan mengorbankan kepentingan konsumen akan informasi yang benar 
dan jujur (Dedi Harianto, 2010:  98). 
Ketentuan dalam Etika Pariwara Indonesia (Tata Krama dan Tata 
Cara Periklanan Indonesia) telah mengatur bahwa pada prinsipnya iklan 
harus: 
d) Jujur, benar, dan bertanggung jawab. 
e) Bersaing secara sehat. 
f) Melindungi dan menghargai para pemangku kepentingan, tidak 
merendahkan agama, budaya, Negara, dan golongan, serta tidak 
bertentangan dengan hukum. 
Dalam Pasal 1 angka 6 UUPK memberikan definisi promosi, 
yaitu kegiatan pengenalan atau penyebarluasan informasi suatu barang 
dan/atau jasa untuk menarik minat beli konsumen terhadap barang 
dan/atau jasa yang akan dan sedang diperdagangkan. Pesan dan 
pengenalan produk atau jasa kepada konsumen diharapkan dapat 
memberikan gambaran yang sebenarnya. Promosi adalah usaha-usaha 
yang dilakukan oleh perusahaan untuk mempengaruhi konsumen supaya 
membeli produk yang dihasilkan ataupun untuk menyampaikan berita 
tentang produk tersebut dengan jalan mengadakan komunikasi dengan 
para pendengar (audience) yang sifatnya membujuk (Nela Evelina, 




disampaikan dapat melalui media cetak maupun media elektronik. Bagi 
konsumen pesan hendaknya sejelas mungkin, bila perlu diberikan gambar 
atau denah sehingga konsumen tahu persis apa yang ditawarkan (Rudika 
Harminingtayas, 2012: 4). 
 
5. Tinjauan tentang Perjanjian Jual Beli antara Konsumen dengan 
Pengembang 
Pada dasarnya untuk memperoleh rumah berlokasi perumahan 
dilaksanakan melalui transaksi jual beli antara konsumen (pembeli) 
dengan pengembang atau developer (penjual). Menurut Pasal 1457 Kitab 
Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata), jual 
beli adalah  suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan 
dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk 
membayar harga yang telah dijanjikan. Lebih lanjut lagi dalam Pasal 
1458 KUPerdata mengatur bahwa jual beli dianggap telah terjadi antara 
kedua belah pihak, seketika setelah orang-orang ini mencapai kata 
sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya, meskipun kebendaan 
itu belum diserahkan maupun harganya belum dibayar. Setelah terjadi 
kesepakatan mengenai rumah dan harga, transaksi jual beli rumah (tanah 
dan bangunan di atasnya) dari pengembang wajib dilakukan dalam suatu 
perjanjian jual beli di bawah tangan secara tertulis yang biasa disebut 
perjanjian pengikatan jual beli (selanjutnya disebut PPJB). Melalui PPJB 
ini otomatis timbul hak dan kewajiban para pihak antara konsumen 
dengan pengembang. 
Pada prinsipnya, UUPK tidak melarang pelaku usaha untuk 
membuat perjanjian baku yang memuat klausula baku, asal tidak 
mencantumkan klausula eksonerasi sebagaimana yang dilarang dalam 
Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) UUPK. Dokumen-dokumen hukum (legal 
documents) yang timbul dari perjanjian jual beli rumah dibidang 




a. Perjanjian Pengikatan Jual Beli, disingkat (PPJB), atau nama lainnya 
seperti: Perjanjian Pendahuluan Pembelian, Perjanjian Akan Jual Beli 
antara pengembang dan konsumen.  
b. Akta Jual Beli yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Pejabat 
Pembuat Akta Tanah (PPAT) untuk mengalihkan atau memecah 
pemilikan tanah dan rumah dari pengembang kepada setiap 
konsumen. 
c. Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah/Apartemen/Satuan Rumah Susun 
nama lain seperti: Persetujuan Pemberian Kredit dari bank pemberi 
Kredit Pemilikan Rumah (KPR) atau Kredit Pemilikan Apartemen 
(KPA). 
Keberadaan dokumen-dokumen di atas sangat penting untuk 
mengupayakan sejauh mana perlindungan konsumen telah dilaksanakan.  
Jika memperhatikan ketentuan mengenai kewajiban penjual 
dalam lampiran Kepmenpera No.09/KPTS/M/1995 dalam hubungan jual 
beli rumah tinggal dan perlindungan konsumen atas pemilikan rumah 
tinggal dari developer, maka kewajiban developer untuk menyediakan 
sarana dan prasarana serta pengelolaan lingkungan permukiman tidak 
diakomodasi dalam PPJB (Muhammad Anies, 2016: 5). 
Hal-hal yang harus dilakukan konsumen dalam transaksi jual beli 
perumahan, sebagai berikut (Erwin Kallo, 2009: 48-50): 
a. Transaksi pada saat pemesanan yang biasa dilakukan pada saat 
launching atau pameran perumahan, konsumen mendapat penjelasan 
secara lisan dari pengembang atau agen pemasarannya. Jika tertarik, 
konsumen diminta menandatangani draft surat pesanan. 
b. Transaksi pada saat penandatanganan Perjanjian Pengikatan Jual Beli 
(PPJB). Konsumen perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut 
sebelum menandatangani Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB): 
Premis, yaitu penjelasan awal mengenai perjanjian. Harus ditegaskan 
bahwa pengembang telah memiliki atau menguasai lahan tersebut 




telah mendapatkan izin-izin yang diperlukan untuk proyek tersebut 
yang sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Perumahan Rakyat 
tentang Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB). Isi dari perjanjian 
pengikatan jual beli yaitu: 
1) Harga jual dan biaya-biaya lain yang ditanggung konsumen. 
2) Tanggal serah terima fisik yang tidak boleh melebihi 1 tahun 
sejak pembayaran pertama. 
3) Denda keterlambatan bila pengembang melakukan serah terima 
fisik kepada konsumen. 
4) Spesifikasi bangunan dan lokasi. 
5) Hak konsumen untuk membatalkan perjanjian, bila pengembang 
lalai akan kewajibannya dengan pembayaran kembali seluruh 
uang yang telah disetor konsumen berikut denda-dendanya, 
sebagaimana pengembang membatalkan perjanjian bila konsumen 
lalai melaksanakan kewajibannya. 
6) Penandatangan akta jual beli haruslah ada kepastian tanggalnya 
dan denda bila terjadi keterlambatan penandatanganan tersebut. 
Sehingga, tidak hanya keterlambatan serah terima fisik yang 
didenda. 
7) Masa pemeliharaan 100 (seratus) hari sejak tanggal serah terima. 
Hal lain yang perlu diperhatikan konsumen adalah pada saat 
terima fisik. Rumah yang diserahkan harus cocok spesifikasinya dengan 
yang ada di dalam perjanjian pengikatan jual beli. Jia tidak sesuai, maka 
hak konsumen untuk tidak menandatangani berita acara serah terima 
tersebut sebelum pengembang menyelesaikannya. 
 
6. Tinjauan Tentang Hukum Perumahan 
a. Pengertian Perumahan dan Permukiman 
Pemerintah menjamin hak rakyat untuk memperoleh hidup 
yang layak bagi kemanusiaan dan perlindungan kepada warga negara 




Perumahan dan Kawasan Permukiman (UUPKP) dimana setiap 
orang berhak untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal 
dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat (Dolfi 
Sandag, 2015: 2). 
Pasal 1 angka 2 UUPKP menyatakan bahwa perumahan 
adalah  kumpulan  rumah  sebagai  bagian dari  permukiman,  baik  
perkotaan  maupun  perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, 
sarana, dan utilitas umum  sebagai  hasil  upaya  pemenuhan  rumah  
yang layak huni. 
Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah 
Republik Indonesia Nomor 403/KPTS/M/2002 tentang Pedoman 
Teknis Pembangunan Rumah Sederhana Sehat memberikan definisi 
perumahan adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai 
lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi 
dengan prasarana dan sarana lingkungan. 
Perumahan harus dilengkapi dengan prasarana, sarana dan 
utilitas umum. Pasal 1 angka 21 UUPKP menjelaskan prasarana 
adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang memenuhi 
standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, 
sehat, aman, dan nyaman. Menurut Pasal 1 angka 22 UUPKP yang 
dimaksud dengan sarana adalah fasilitas dalam lingkungan hunian 
yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan 
pengembangan kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi. Sedangkan 
utilitas umum (Pasal 1 angka 23 UUPKP) adalah kelengkapan 
penunjang untuk pelayanan lingkungan hunian. 
Sebagai wadah kehidupan manusia, rumah dituntut untuk 
dapat memberikan sebuah lingkungan binaan yang aman, sehat dan 
nyaman. Untuk itulah Pemerintah dengan wewenang yang 
dimilikinya memberikan arahan, standar peraturan dan ketentuan 
yang harus diwujudkan oleh pihak pengembang. Pembangunan 




swasta. Sesuai dengan UUPKP, selain membangun unit rumah, 
pengembang juga diwajibkan untuk (Tuti Ediati, 2014: 4): 
1) Membangun jaringan prasarana lingkungan rumah mendahului 
pembangunan rumah, memelihara dan mengelolanya sampai 
pengesahan dan penyerahan kepada Pemerintah Daerah.  
2) Mengkoordinasikan penyelenggaraan penyediaan utilitas umum.  
3) Melakukan penghijauan lingkungan.  
4) Menyediakan tanah untuk sarana lingkungan.  
5) Membangun rumah.  
Lokasi kawasan perumahan harus memenuhi beberapa 
persyaratan antara lain:  
1) Tidak terganggu oleh polusi (air, udara, suara).  
2) Dapat disediakan air bersih (air minum).  
3) Memberikan kemungkinan untuk perkembangan 
pembangunannya. 
4) Mempunyai aksesbilitas yang baik.  
5) Mudah dan aman mencapai tempat kerja.  
6) Tidak berada di bawah permukaan air setempat. 
7) Mempunyai kemiringan yang rata. 
b. Asas-asas Penyelenggaraan Perumahan dan Permukiman 
Berdasarkan penjelasan Pasal 2 UUPKP, perumahan 
diselenggarakan dengan asas-asas sebagai berikut: 
1) Kesejahteraan, agar kebutuhan  perumahan dan kawasan 
permukiman yang layak bagi masyarakat dapat terpenuhi 
sehingga masyarakat mampu mengembangkan diri dan beradab, 
serta dapat melaksanakan fungsi sosialnya. 
2) Keadilan dan pemerataan, agar hasil pembangunan di bidang 
perumahan dan kawasan permukiman dapat dinikmati secara 
proporsional dan merata bagi seluruh rakyat. 
3) Kenasionalan, agar hak kepemilikan tanah hanya berlaku untuk 




menempati oleh orang asing hanya dimungkinkan dengan cara 
hak sewa atau hak pakai atas rumah. 
4) Keefisienan dan kemanfaatan, agar penyelenggaraan perumahan 
dan kawasan permukiman dilakukan dengan memaksimalkan 
potensi yang dimiliki berupa sumber daya tanah, teknologi 
rancang bangun, dan industri bahan bangunan yang sehat untuk 
memberikan keuntungan dan manfaat sebesar-besarnya bagi 
kesejahteraan rakyat. 
5) Keterjangkauan dan kemudahan, agar hasil pembangunan 
dibidang perumahan dan kawasan permukiman dapat dijangkau 
oleh seluruh lapisan masyarakat, serta mendorong terciptanya 
iklim kondusif dengan memberikan kemudahan bagi MBR agar 
setiap warga negara Indonesia mampu memenuhi kebutuhan 
dasar akan perumahan dan permukiman. 
6) Kemandirian dan kebersamaan, agar penyelenggaraan 
perumahan dan kawasan permukiman bertumpu pada prakarsa, 
swadaya, dan peran masyarakat untuk turut serta mengupayakan 
pengadaan dan pemeliharaan terhadap aspek-aspek perumahan 
dan kawasan permukiman sehingga mampu membangkitkan 
kepercayaan, kemampuan, dan kekuatan sendiri, serta terciptanya 
kerja sama antara pemangku kepentingan di bidang perumahan 
dan kawasan permukiman. 
7) Kemitraan, agar penyelenggaraan perumahan dan kawasan 
permukiman dilakukan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah 
dengan melibatkan peran pelaku usaha dan masyarakat, dengan 
prinsip saling memerlukan, memercayai, memperkuat, dan 
menguntungkan yang dilakukan, baik langsung maupun tidak 
langsung. 
8) Keserasian dan keseimbangan, agar penyelenggaraan perumahan 
dan kawasan permukiman dilakukan dengan mewujudkan 




antara kehidupan manusia dengan lingkungan, keseimbangan 
pertumbuhan dan perkembangan antar daerah, serta 
memperhatikan dampak penting terhadap lingkungan. 
9) Keterpaduan, agar penyelenggaraan perumahan dan kawasan 
permukiman dilaksanakan dengan memadukan kebijakan dalam 
perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, dan pengendalian, baik 
intra maupun antarinstansi serta sektor terkait dalam kesatuan 
yang bulat dan utuh, saling menunjang, dan saling mengisi. 
10) Kesehatan, agar pembangunan perumahan dan kawasan 
permukiman memenuhi standar rumah sehat, syarat kesehatan 
lingkungan, dan perilaku hidup sehat. 
11) Kelestarian dan keberlanjutan, agar penyediaan perumahan dan 
kawasan permukiman dilakukan dengan memperhatikan kondisi 
lingkungan hidup, dan menyesuaikan dengan kebutuhan yang 
terus meningkat sejalan dengan laju kenaikan jumlah penduduk 
dan luas kawasan secara serasi dan seimbang untuk generasi 
sekarang dan generasi yang akan datang. 
12) Keselamatan, keamanan, ketertiban, dan keteraturan, agar 
penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman 
memperhatikan masalah keselamatan dan keamanan bangunan 
beserta infrastrukturnya, keselamatan dan keamananan 
lingkungan dari berbagai ancaman yang membahayakan 
penghuninya, ketertiban administrasi, dan keteraturan dalam 
pemanfaatan perumahan dan kawasan permukiman. 
c. Tujuan Penyelenggaraan Perumahan dan Permukiman 
Penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman 
bertujuan untuk (Pasal 3 UUPKP): 
1) Memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan 
perumahan dan kawasan permukiman; 
2) Mendukung penataan dan pengembangan wilayah serta 




lingkungan hunian dan kawasan permukiman sesuai dengan tata 
ruang untuk mewujudkan keseimbangan kepentingan, terutama 
bagi MBR;  
3) Meningkatkan daya guna dan hasil guna sumber daya alam bagi 
pembangunan perumahan dengan tetap memperhatikan 
kelestarian fungsi lingkungan, baik di kawasan perkotaan 
maupun kawasan perdesaan;  
4) Memberdayakan para pemangku kepentingan bidang 
pembangunan perumahan dan kawasan permukiman;  
5) Menunjang pembangunan di bidang ekonomi, sosial, dan 
budaya; dan  
6) Menjamin terwujudnya rumah yang layak huni dan terjangkau 
dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, teratur, terencana, 





















B. Kerangka Pemikiran 
 


























Gambar 1. Bagan Kerangka Pemikiran 
Premis Minor: 
- Informasi yang diterbitkan dan diberikan 
oleh pengembang Fajar Group kepada 
konsumen perumahan. 
- Informasi yang diterbitkan dan diberikan 
oleh pengembang Fajar Group sudah atau 
belum memenuhi kaidah-kaidah UUPK 
dan UUPKP. 
- Tanggung jawab pengembang Fajar 
Group atas ketidaksesuaian antara 
informasi yang diberikan dengan 
kenyataan yang diperoleh konsumen 
perumahan. 
Simpulan: 
- Informasi yang diberikan oleh 
pengembang Fajar Group sudah sesuai 
atau belum dengan UUPK dan UUPKP. 
- Sudah ada atau belum tanggung jawab 
pengembang Fajar Group atas ketidak 
sesuaian informasi dan kerugian 
konsumen.  
Fakta Hukum: 
- Informasi yang diterbitkan dan 
diberikan oleh pengembang Fajar 
Group kepada konsumen perumahan. 
- Informasi yang diterbitkan dan 
diberikan oleh pengembang Fajar 
Group sudah atau belum memenuhi 
kaidah-kaidah UUPK dan UUPKP. 
- Tanggung jawab pengembang Fajar 
Group atas ketidaksesuaian antara 
informasi yang diberikan dengan 
kenyataan yang diperoleh konsumen 
perumahan. 
Premis Mayor: 
(Peraturan Perundang-undangan) : 
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 
Tentang Perlindungan Konsumen 
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 






Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, penulis mencoba 
memberikan gambaran alur pemikiran untuk dapat menjabarkan dan 
menjawab permasalahan yang sedang dikaji, yaitu perlindungan hukum 
bagi konsumen perumahan dalam hal pemenuhan hak atas informasi 
yang diterbitkan oleh pengembang. 
Banyak masyarakat memenuhi kebutuhannya akan rumah dengan 
membeli produk perumahan dari pihak pengembang atau developer. 
Namun seringkali pihak pengembang sebagai pelaku usaha mengabaikan 
salah satu hak konsumen yaitu hak atas informasi yang benar, jelas, dan 
jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa (Pasal 4 huruf c 
UUPK). Hal ini terlihat dari masih banyaknya aduan dari konsumen 
perumahan karena tidak sesuainya informasi produk perumahan melalui 
iklan dengan kenyataan yang diperoleh konsumen. Hal ini tentu membuat 
konsumen merasa dirugikan.  
Penelitian ini menggunakan logika berpikir deduktif, dimana 
premis mayor dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 8 
Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. 
Sedangkan premis minor atau fakta hukum dalam penelitian ini yaitu, 
informasi yang diterbitkan dan diberikan oleh pengembang Fajar Group 
kepada konsumen perumahan, informasi yang diterbitkan dan diberikan 
oleh pengembang Fajar Group sudah atau belum memenuhi kaidah-
kaidah UUPK dan UUPKP serta tanggung jawab pengembang Fajar 
Group atas ketidaksesuaian antara informasi yang diberikan dengan 
kenyataan yang diperoleh konsumen perumahan. Berdasarkan kedua 
premis tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan informasi yang 
diterbitkan dan diberikan oleh pengembang Fajar Group sudah 
memenuhi atau belum memenuhi dengan UUPK dan UUPKP serta sudah 
ada atau belum tanggung jawab pengembang Fajar Group terhadap 






HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Informasi yang Diterbitkan dan Diberikan oleh Pengembang Fajar 
Group kepada Konsumen Perumahan 
Rumah merupakan salah satu kebutuhan dasar seluruh lapisan 
masyarakat. Saat ini masyarakat cenderung lebih memilih membeli rumah 
(perumahan) melalui pengembang. Keuntungan membeli rumah di lokasi 
perumahan diantaranya yaitu, konsumen tidak perlu mempersiapkan tanah 
yang akan dibangun dan keperluan bahan bangunan guna pembangunan rumah, 
karena dalam hal tersebut pengembang atau developerlah yang akan 
menyediakan dan mempersiapkannya. Konsumen perumahan hanya perlu 
membayar dan menempati rumah yang dihasilkan oleh pihak pengembang atau 
developer. Selain itu pembelian rumah melalui pengembang prosesnya cepat, 
tidak repot, banyak pilihan tipe bangunan, serta mendapatkan fasilitas dan 
promo menarik. 
Berkembangnya bisnis usaha dibidang perumahan, membuat para 
pengembang atau developer (swasta) harus mampu bersaing untuk dapat 
menjual produk perumahannya. Keadaan tersebut ditandai dengan 
menjamurnya promosi iklan perumahan diberbagai media massa yang 
menawarkan promo, bonus dan fasilitas perumahan secara terpadu agar dapat 
menarik minat beli masyarakat untuk memilih membeli rumah di lokasi 
perumahan. Besar harapan masyarakat sebagai konsumen dapat memperoleh 
rumah yang layak huni dengan dilengkapi fasilitas umum dan fasilitas sosial 
serta lingkungan yang sehat, aman dan harmonis. 
Pengembang Fajar Group merupakan pengembang yang mana 
jangkauan bisnisnya cukup besar dan telah bekerja sama dengan Real Estate 
Indonesia (REI). Kabupaten Karanganyar menjadi salah satu wilayah yang 
dijangkau untuk bisnis perumahannya. Produk perumahannya tersedia dan 
tersegmentasi baik untuk masyarakat menengah ke bawah maupun menengah 





beberapa media yang dipakai oleh pengembang untuk memasarkan produk 
perumahannya diantaranya melalui media cetak seperti brosur, baliho, 
spanduk, billboard, iklan koran, dan sebagainya. Sedangkan melalui media 
internet seperti iklan pada website resmi seperti fajargroup.com, rumah.com 
serta media sosial seperti facebook, instagram dan sebagainya serta melalui 
pameran perumahan. Informasi mengenai produk rumah dapat pula diperoleh 
melalui keterangan verbal dari pihak pemasaran di setiap lokasi perumahan 
keluaran Pengembang Fajar Group (hasil wawancara dengan Ibu Anik Kepala 
Kantor Pemasaran/Marketing Pengembang Fajar Group pada Rabu, 23 Januari 
2019). Berikut beberapa contoh cara pengembang Fajar Group melakukan 
promosi melalui media elektronik (iklan internet): 
 
 











Gambar 3. Iklan Instagram Fajar Group 
Sumber: https://www.instagram.com/fajarindahgroup/ 
 
Gambar 4. Iklan website resmi Fajar Group 
Sumber: https://fajargroup.com 
 
Tiga perumahan keluaran Pengembang Fajar Group di Kabupaten 
Karanganyar yang menjadi sampel dalam penelitian ini, sebagai berikut: 
a. Ringin Asri 2 di Desa Bejen, Karanganyar. 





c. Green Garden di Desa Baturan, Colomadu, Karanganyar. 
Pada umumnya, pihak pemasaran menggunakan sarana iklan berupa 
brosur sebagai media informasi utama untuk mengkomunikasikan produk-
produk rumah kepada konsumen. Brosur yang diterbitkan oleh Pengembang 
Fajar Group mencantumkan beberapa informasi terkait produk rumah yang 
ditawarkan, antara lain yaitu identitas pengembang, nama perumahan, gambar 
rumah 3D, denah isi rumah, denah lokasi perumahan, site plan, spesifikasi 
teknis bangunan rumah, harga, cara pembayaran (tunai maupun kredit) dan 
pembiayaan/pendanaan (melalui KPR) serta fasilitas-fasilitas yang akan 
dibangun di lokasi perumahan tersebut. 
Brosur merupakan janji dan representasi yang benar terhadap produk 
rumah yang ditawarkan oleh pengembang. Masih banyaknya kasus yang terjadi 
dalam bisnis perumahan atau properti bermula karena adanya ketidaksesuaian 
antara apa yang tercantum dalam brosur atau iklan berupa informasi produk 
rumah yang disampaikan oleh pengembang, apa yang termuat dalam perjanjian 
jual beli dengan dengan kenyataan yang diterima konsumen perumahan di 
lapangan. Contoh brosur pada lokasi penelitian dapat dilihat sebagai berikut:  
 
Gambar 5. Brosur Perumahan Ringin Asri 2 






Gambar 6. Daftar Harga Perumahan Ringin Asri 2 




Gambar 7. Brosur Perumahan Griya Mustika Indah 







Gambar 8. Brosur Perumahan Green Garden 
Sumber: Pemasaran Fajar Group 
 
 
Gambar 9. Ketentuan Cara Pembayaran 





Site plan merupakan rencana detail untuk menggambarkan dan 
menjelaskan secara rinci bagian-bagian wilayah yang akan dikembangkan dan 
biasa digunakan pengembang atau developer pada saat proses pembangunan 
akan dimulai. Site plan memberikan gambaran mengenai entrance, blok dan 
nomor rumah, batas-batas kavling, letak atau posisi bangunan, taman bermain, 
open space, jalanan, tempat ibadah mushola, sarana taman kanak-kanak, sarana 
kios dan lain-lain. Site plan hanya menggambarkan bagian-bagian rencana 
pengembangan secara detail dan tidak memberikan gambaran secara umum 
dan global seperti dalam master plan. 
Dalam brosur tercantum pula informasi spesifikasi bangunan dimana 
setiap perumahan berbeda-beda dan disesuaikan dengan tipe-tipe rumah yang 
akan dibangun. Pada dasarnya, spesifikasi teknis bangunan pada semua tipe 
standarnya sama dengan yang tercantum dalam brosur hanya ukuran yang 
dipakai setiap tipe berbeda-beda. Perumahan Ringin Asri tersedia tipe 38 dan 
tipe 48; Perumahan Griya Mustika Indah tersedia tipe 49, tipe 59, tipe 70 dan 
tipe 120; Perumahan Green Garden Karanganyar tersedia tipe 62, tipe 68, tipe 
73, tipe 78, tipe 86, dan tipe 92. 
Berdasarkan brosur yang ada, ketiga perumahan di atas wajib ikut 
dalam Management Estate, yaitu kewajiban memberikan iuran bulanan sebesar 
yang telah ditentukan untuk kepentingan pengelolaan keamanan, kebersihan, 
sampah dan pertamanan umum. Biaya iuran setiap bulan yang harus 
dikeluarkan konsumen di setiap perumahan berbeda-beda. Iuran kolektif 
konsumen ini nantinya akan diserahkan kepada pengembang Fajar Group. 
Informasi mengenai tahap transaksi, dimana konsumen sepakat 
membeli rumah melalui pengembang, dapat dilakukan pembayaran secara 
tunai atau cash dan secara kredit melalui Kredit Pemilikan Rumah (untuk 
selanjutnya disebut KPR). Sebelum melakukan pembayaran, biasanya 
konsumen melakukan survey lokasi dan memilih kavling yang diminatinya. 
Tahap awal, konsumen harus melakukan pembayaran tanda jadi (booking fee) 
sesuai ketentuan dari pihak pengembang. Pembelian secara tunai, konsumen 





developer, sedangkan pembelian secara KPR, konsumen mengangsur kepada 
bank yang ditunjuk. Ada beberapa pilihan dalam pembelian secara tunai yaitu, 
tunai keras 1 (satu) bulan, tunai tahap 3 (tiga) bulan, tunai tahap 1 (satu) tahun. 
Konsumen dapat memilih pembayaran tunai tersebut sesuai dengan 
kesanggupan membayar kepada pengembang. Sedangkan pembelian secara 
KPR, konsumen harus membayar uang muka (Down Payment) dan memenuhi 
prosedur KPR yang sudah ditetapkan. Masing-masing bank memiliki ketentuan 
yang berbeda, tergantung pada analisa bank terhadap konsumen perumahan 
terkait pemenuhan syarat dan kesepakatan pembayaran (hasil wawancara 
dengan Ibu Anik Kepala Kantor Pemasaran/Marketing Pengembang Fajar 
Group pada Rabu, 23 Januari 2019).  
Pada tahap transaksi jual beli, biasanya konsumen akan dihadapkan 
pada berbagai macam perjanjian yang harus ditandatangani. Perjanjian tersebut 
didahului dengan perjanjian jual beli di bawah tangan antara pengembang dan 
konsumen atau biasa disebut Perjanjian Pengikatan Jual Beli (untuk 
selanjutnya disebut PPJB) rumah. Baik PPJB maupun perjanjian KPR 
dirancang dan dibuat dalam bentuk kontrak baku/kontrak standar yang telah 
dibuat secara sepihak oleh pengembang atau pihak bank sebagai pemberi KPR, 
sehingga konsumen tidak mempunyai bargaining position untuk menentukan 
kehendaknya dalam format perjanjian tersebut. Konsumen hanya dapat 
memilih untuk menerima atau menolak perjanjian tersebut. 
Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) merupakan suatu perjanjian 
yang mengatur proses jual beli rumah antara pihak penjual (pengembang) dan 
pembeli (konsumen). Isi perjanjian tersebut berupa tata cara pembayaran, 
kewajiban konsumen, denda, bunga, peralihan hak atas tanah dan bangunan 
rumah yang dibeli dan hal lain yang menyangkut proses jual beli rumah. Dalam 
perjanjian tersebut tidak memuat mengenai kualitas bangunan serta rencana 
pembangunan fasilitas umum dan fasilitas sosial. Proses pembelian secara 
tunai, konsumen hanya perlu menyiapkan fotokopi identitas diri (KTP). 
Sedangkan pembelian secara kredit, pada saat konsumen mengajukan 





pengembang mengenai persyaratan yang harus disiapkan dan dipenuhi oleh 
konsumen. Adapun persyaratan yang harus dipenuhi antara lain:  
a. Melengkapi fotokopi identitas diri/Kartu Tanda Penduduk (KTP) (suami 
dan isteri, jika konsumen sudah menikah). 
b. Melengkapi fotokopi Kartu Keluarga (KK). 
c. Melengkapi fotokopi Surat Nikah (bagi konsumen yang sudah menikah). 
d. Melengkapi fotokopi Surat Keterangan Bekerja 
e. Melengkapi fotokopi Karpeg (bagi PNS) 
f. Melengkapi SIUP (bagi Wiraswasta). 
g. Melengkapi NPWP dan SPT tahunan. 
h. Melengkapi fotokopi buku tabungan. 
(hasil wawancara dengan Ibu Anik Kepala Kantor Pemasaran/Marketing 
Pengembang Fajar Group pada Rabu, 23 Januari 2019). 
Setelah terjadi serah terima rumah, pihak pengembang memberikan 
layanan pasca jual berupa masa retensi atau biasa disebut garansi selama 100 
(seratus) hari sejak tanggal penyerahan kepemilikan rumah dan kavling 
dilaksanakan. Masa retensi merupakan waktu yang diberikan kepada konsumen 
apabila akan mengajukan keluhan-keluhan yang kepentingannya adalah 
komplain perihal fisik bangunan dan kelengkapan dokumen. Apabila ada 
kerusakan atau ketidaksesuaian pada fisik bangunan dan perihal kelengkapan 
dokumen seperti sertfikat mengalami cacat, data yang salah, kelengkapan Izin 
Mendirikan Bangunan (IMB) dan Pajak Bumi Bangunan (PBB) yang kurang, 
maka masih menjadi tanggung jawab pihak pengembang (hasil wawancara 
dengan Bapak Eka Staf Personalia Pengembang Fajar Group pada Rabu, 23 
Januari 2019).  
Menurut Az. Nasution (2002: 94), tahap-tahap transaksi terbagi dalam 
tahap pra transaksi, tahap transaksi dan tahap purna transaksi. Sebelum terjadi 
proses transaksi jual beli antara konsumen dan pengembang, biasanya 
konsumen akan lebih dahulu menggali informasi produk rumah yang hendak 
dibelinya. Pada tahap inilah disebut sebagai tahap pra transaksi. Tahap pra 





untuk membeli, memakai dan menikmati produk yang ditawarkan oleh pelaku 
usaha. Dalam tahap pra transaksi ini konsumen sangat rentan untuk dirugikan 
oleh pelaku usaha, yang dalam hal ini adalah pengembang atau developer. Pada 
tahap ini yang paling vital bagi konsumen adalah informasi atau keterangan 
yang benar, jelas dan jujur serta akses untuk mendapatkannya dari pelaku 
usaha yang beritikad baik dan bertanggungjawab (Pasal 3 huruf d, Pasal 4 
huruf c, Pasal 7 huruf a dan b UUPK) (Az Nasution, 2002: 125). Seringkali 
pengembang menyalahgunakan kepercayaan masyarakat dengan memberikan 
informasi atau mempromosikan produk perumahannya secara berlebihan dan 
tak jarang justru menyesatkan. Apabila konsumen memperoleh informasi yang 
salah, maka akan berakibat konsumen salah pula dalam menjatuhkan pilihan, 
sehingga dapat menimbulkan kerugian. Oleh karena itu, konsumen harus 
berhati-hati dan cermat dalam menyerap informasi sebelum memutuskan untuk 
membeli produk rumah yang ditawarkan oleh pengembang.  
Dalam rangka mencegah kerugian konsumen sebagai akibat dari 
tindakan pelaku usaha yang tidak beritikad baik maka diperlukan suatu 
perlindungan hukum. Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum 
adalah sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi 
suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum 
memberikan perlindungan terhadap pelanggaran dari sesuatu yang 
mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut 
(http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/, 
diakses tanggal 1 Desember 2018, pukul 13.55 WIB). Dalam Pasal 3 huruf d 
UUPK mengamanatkan bahwa tujuan adanya perlindungan konsumen adalah 
menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur 
kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan 
informasi. Maka dari itu, pemenuhan hak konsumen atas informasi yang benar, 
jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa bagi 






Dengan pemberian informasi melalui berbagai media yang dilakukan 
oleh pengembang Fajar Group di atas menunjukkan bahwa mereka telah 
berupaya melaksanakan salah satu kewajibannya yaitu memberikan akses bagi 
konsumen untuk mengenal kondisi, cara perolehan dan jaminan produk rumah 
yang ditawarkannya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 huruf b UUPK. 
Ketentuan tersebut menyatakan bahwa “Kewajiban pelaku usaha adalah 
memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan 
jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan 
dan pemeliharaan”. Meskipun demikian, perlu dikaji lebih lanjut mengenai 
kebenaran, kejelasan dan kejujuran informasi yang telah diberikan oleh 
pengembang Fajar Group tersebut dalam pelaksanaannya pada tahap transaksi 
dan purna/pasca transaksi konsumen. 
 
B. Informasi yang Diterbitkan dan Diberikan oleh Pengembang Fajar 
Group menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 
Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 
tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman 
Pada hakikatnya perlindungan hukum bagi konsumen dalam suatu 
transaksi perdagangan diwujudkan dalam 2 (dua) bentuk pengaturan, yaitu 
perlindungan hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan tertentu 
yang bersifat umum dan perlindungan hukum berdasarkan perjanjian yang 
khusus dibuat oleh para pihak, dimana substansi atau isi perjanjian antara 
konsumen dan pelaku usaha memuat ketentuan tentang ganti rugi, jangka 
waktu pengajuan klaim, penyelesaian sengketa, dan sebagainya. 
Pasal 1 angka 1 UUPK menyatakan bahwa “Perlindungan konsumen 
adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk 
memberikan perlindungan kepada konsumen”. Perlindungan hukum bagi 
konsumen perumahan berlaku pada semua proses tahapan transaksi yaitu, 
sejak tahap pratransaksi (awal proses produksi/pembangunan rumah, 
penawaran, promosi dan periklanan), tahap transaksi (proses jual beli) dan 





Kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen itu 
antara lain adalah untuk meningkatkan harkat dan martabat konsumen serta 
memberikan akses informasi tentang suatu produk. Setiap produk yang 
diperkenalkan kepada konsumen harus disertai informasi yang benar. 
Informasi ini diperlukan agar konsumen tidak sampai mempunyai gambaran 
yang keliru atas produk barang dan jasa. Informasi ini dapat disampaikan 
dengan berbagai cara, seperti secara lisan kepada konsumen maupun melalui 
iklan di berbagai media (Shidarta, 2004: 23-24).  
Terkait dengan hubungan pemilikan rumah dari pengembang atau 
developer, perlindungan hukum bagi konsumen bertujuan untuk memberikan 
perlindungan dalam hubungan hukum jual beli dan pemilikan rumah serta 
perlindungan terhadap pemenuhan hak-hak konsumen untuk menikmati dan 
memanfaatkan segala sesuatu yang seharusnya diterima dalam transaksi jual 
beli rumah yang sudah terlaksana. Selain itu, perlindungan hukum bagi 
konsumen perumahan juga meliputi perlindungan terhadap pengaduan 
konsumen sebagai akibat telah terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh 
pelaku usaha, yang dalam hal ini adalah pengembang atau developer. 
Meskipun demikian tidak dapat dipungkiri bahwa konsumen seringkali belum 
memperoleh perlindungan hukum secara maksimal dan adil. 
Dalam kaitannya dengan perlindungan hukum bagi konsumen, di 
dalam UUPK telah diatur berbagai norma-norma hubungan hukum antara 
konsumen dengan pelaku usaha. Norma-norma hubungan hukum dalam 
UUPK ini telah memberikan kedudukan yang seimbang antara pelaku usaha 
dan konsumen. Norma-norma tersebut sekaligus merupakan norma-norma 
perlindungan kepada konsumen dalam hubungan hukum dengan pelaku usaha, 
yang menurut Yusuf Shofie (2003: 10) dikelompokkan sebagai berikut: 
1. Kegiatan produksi dan/atau perdagangan barang dan/atau jasa (Pasal 8 
ayat (1), ayat (2), dan ayat (3)) UUPK; 
2. Kegiatan penawaran, promosi, dan periklanan barang dan/atau jasa (Pasal 
9 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 10, Pasal 12, Pasal 13 ayat (1) dan 





3. Kegiatan transaksi penjualan barang dan/atau jasa (Pasal 11, Pasal 14, 
serta Pasal 18 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4)) UUPK; 
4. Kegiatan pasca transaksi penjualan barang dan/atau jasa (Pasal 25 dan 
Pasal 26) UUPK. 
Berikut akan diuraikan analisis terhadap realisasi informasi-informasi 
yang telah diberikan pengembang Fajar Group kepada konsumen, diantaranya: 
1. Tahap Pra Transaksi 
Tahap pra transaksi konsumen adalah tahap dimana pembelian, 
penyewaan, pemberian hadiah komersial dan sebagainya yang belum 
terjadi. Pada tahap ini calon konsumen menggali informasi dari 
pengembang mengenai harga, syarat yang harus dipenuhi untuk pembelian 
baik tunai maupun kredit (KPR), spesifikasi bangunan, pajak, fasilitas 
seperti rekening listrik, sanitasi air, bebas bahaya banjir, serta mengenai 
sertifikat. Sebelum dapat dipasarkan, pengembang harus sudah memiliki 
surat izin persetujuan prinsip rencana proyek dari Pemda, izin lokasi, surat 
keterangan terkait status hak atas tanah, serta Izin Mendirikan Bangunan 
(IMB). Selain itu, pengembang sudah mempersiapkan master plan dan site 
plan sebagai acuan rencana pembangunan rumah maupun sarana umum di 
lingkungan perumahan. 
Berdasarkan keterangan dari beberapa konsumen baik pada perumahan 
Ringin Asri, Griya Mustika Indah dan Green Garden, mereka mengaku 
bahwa ketika survei lokasi untuk menggali informasi rumah, hal pokok 
yang mereka tanyakan adalah terkait peralihan hak atas tanah, pemecahan 
sertifikat HGB induk, pengembang juga menunjukkan IMB serta 
memberikan keterangan terkait pajak, harga, cara pembayaran dan fasilitas 
rumah seperti sanitasi air (sumur atau PDAM), jaringan listrik, aman dari 
bahaya banjir dan sebagainya (hasil wawancara konsumen perumahan 
Ringin Asri pada tanggal 26 Januari 2019; Griya Mustika Indah pada 





Beberapa peraturan yang secara umum menjelaskan mengenai kegiatan 
promosi, pemasaran dan periklanan dibidang perumahan dan properti, 
antara lain: 
a. Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 
Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UUPK) menjelaskan 
bahwa “Promosi adalah kegiatan pengenalan atau penyebarluasan 
informasi suatu barang dan/atau jasa untuk menarik minat beli 
konsumen terhadap barang dan/atau jasa yang akan dan sedang 
diperdagangkan”.  
b. Pasal 42 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 
tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (selanjutnya disebut 
UUPKP), yang menyatakan bahwa rumah tunggal, rumah deret, 
dan/atau rumah susun yang masih dalam tahap proses pembangunan 
dapat dipasarkan melalui sistem perjanjian pendahuluan jual beli 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan dilakukan setelah 
memenuhi persyaratan kepastian atas status pemilikan tanah, hal yang 
diperjanjikan, kepemilikan izin mendirikan bangunan induk, 
ketersediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum serta keterbangunan 
perumahan paling sedikit 20% (dua puluh persen). 
c. Etika Pariwara Indonesia (EPI) dalam BAB III Ketentuan, huruf A 
Tata Krama, angka 2 Ragam iklan, mengenai Properti menjelaskan 
bahwa “Produk properti hanya dapat diiklankan jika pihak pengiklan 
telah memperoleh hak yang sah atas kepemilikannya, serta memiliki 
segala izin resmi yang diperlukan. Segala informasi tentang berbagai 
fasilitas, material, maupun jangka watu penyelesaian properti terkait 
harus benar-benar dapat dipertanggung jawabkan”. 
Promosi yang dilakukan melalui iklan memiliki peranan yang sangat 
penting dalam dunia bisnis. Segala informasi mengenai jenis 
produk/barang maupun jasa, kegunaan, kualitas, harga maupun 
produsen/pelaku usaha dapat diperoleh dengan adanya iklan. Melalui 





benar-benar berfungsi sebagai sumber informasi dan pendidikan yang 
tentu saja dengan catatan iklan tersebut jujur, sehat dan tidak bohong. Bagi 
konsumen, iklan sangat membantu menentukan keputusannya dalam 
memilih dan membeli produk barang atau jasa yang dibutuhkan sesuai 
selera dan kemampuan finansialnya. Sedangkan bagi pelaku usaha, iklan 
berfungsi sebagai media penyampai informasi mengenai produk barang 
atau jasa yang dihasilkannya dengan harapan memperlancar pemasaran 
dan produknya laku terjual (profit oriented).  
Melihat keterangan para konsumen di atas menunjukkan bahwa 
pengembang Fajar Group telah memenuhi syarat untuk dapat memasarkan 
produk perumahannya seperti adanya kepastian akan status pemilikan 
tanah, pemilikan izin mendirikan bangunan, ketersediaan fasilitas utama 
seperti jalan, drainase, jaringan listrik, dan sebagainya. Hal ini sesuai 
dengan ketentuan pada Pasal 42 ayat 2 UUPKP dimana mengatur 
perumahan yang masih dalam proses pembangunan dapat dipasarkan 
melalui perjanjian pendahuluan jual beli apabila sudah memenuhi 
persyaratan kepastian atas: status pemilikan tanah, hal yang diperjanjikan, 
kepemilikan IMB induk, ketersediaan prasarana, sarana dan utilitas umum 
serta keterbangunan perumahan paling sedikit 20%. Dengan memberikan 
informasi penting terkait izin yang telah diperoleh pengembang tersebut, 
secara tidak langsung memberikan perlindungan bagi konsumen bahwa 
pengembang dapat mempertanggung jawabkan dan memasarkan 
produknya secara sah (legal).  
2. Tahap Transaksi  
Pada tahap ini telah terjadi transaksi atau kesepakatan antara 
konsumen dengan pengembang. Kesepakatan ini umumnya didahului 
dengan penandatanganan PPJB rumah, dimana secara otomatis timbul 
hubungan hukum antar para pihak yaitu adanya hak dan kewajiban yang 
melekat pada masing-masing pihak. Umumnya menyangkut mutu atau 





sering munimbulkan persoalan. Berikut akan diuraikan realisasi informasi-
informasi dari pengembang pada tahap transaksi: 
a. Perjanjian Pengikatan Jual Beli Rumah (PPJB) 
Pada tahap transaksi jual beli antara pengembang dan konsumen 
tidak lepas dari adanya suatu perjanjian pendahuluan yang dibuat dan 
disodorkan oleh pengembang, yaitu perjanjian baku (standard 
contract). Perjanjian ini sering dipakai karena sifatnya yang praktis, 
menghemat waktu dan biaya. Apabila konsumen sepakat membeli 
rumah, mereka hanya tinggal menandatangani dan melaksanakan isi 
perjanjian tersebut tanpa adanya negosiasi antar pihak.  
Ketiga perumahan yang disebutkan di atas menggunakan Perjanjian 
Pengikatan Jual Beli (PPJB) untuk tahap awal melakukan transaksi jual 
beli rumah. PPJB ini umumnya memuat klusula baku, dimana 
ketentuan yang diatur lebih banyak melindungi kepentingan pihak 
pengembang, seperti klausula mengenai denda jika konsumen 
terlambat melakukan pembayaran rumah. Selain itu, apabila konsumen 
membatalkan pesanan rumah, maka uang yang telah diberikan kepada 
pengembang akan dikembalikan setelah dipotong beberapa persen, dan 
sebagainya. 
Dalam hal hubungan hukum jual beli, pelaksanaan di lapangan 
terkait PPJB rumah antara pengembang Fajar Group dengan konsumen 
perumahan sejauh ini berjalan dengan baik dan belum pernah terjadi 
adanya sengketa yang sampai ke jalur litigasi. Hal ini dikarenakan 
pelaksanaan perjanjian jual beli rumah lebih mengarah pada proses jual 
beli, peralihan hak kepemilikan atas tanah dan bangunan rumah dari 
penjual yakni pengembang Fajar Group kepada konsumen selaku 
pembeli, dalam perjanjian ini tidak memuat klausul mengenai kualitas 
bangunan dan pengadaan fasilitas umum dan fasilitas sosial di lokasi 
perumahan (hasil wawancara konsumen perumahan Ringin Asri pada 
tanggal 26 Januari 2019; Griya Mustika Indah pada tanggal 2 Februari 





Pasal 1 angka 10 UUPK menjelaskan bahwa “Klausula Baku 
adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah 
dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku 
usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang 
mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen”. Pada dasarnya UUPK 
tidak melarang perjanjian yang berisi klausula baku, sepanjang klausula 
baku tersebut tidak memuat klausul yang mengalihkan tanggung jawab 
pelaku usaha sebagaimana yang diatur dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a 
UUPK, bahwa “Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa 
yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau 
mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian 
apabila menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha”. 
Kenyataannya, PPJB pengembang Fajar Group memuat klausul 
eksonerasi (pengecualian kewajiban/tanggung jawab dalam perjanjian) 
yang terdapat pada Pasal 10 PPJB yang menyatakan bahwa “Pihak 
Kedua (pembeli/konsumen perumahan) membebaskan Pihak Pertama 
(pengembang Fajar Group) dari segala tuntutan pihak manapun 
dikemudian hari” (PPJB terlampir). Klausul ini jelas dilarang oleh 
UUPK. Maka dari itu, sudah seharusnya pengembang wajib 
menyesuaikan kembali klausula baku yang bertentangan tersebut 
dengan UUPK. 
Meskipun pelaksanaan PPJB pengembang Fajar Group dengan 
konsumen berjalan dengan baik, perlu dicermati bahwa PPJB tidak 
sepenuhnya memberikan perlindungan hukum bagi konsumen 
perumahan. Hal ini nampak pada hubungan hukum antara pengembang 
Fajar Group dengan konsumen belum sepenuhnya sesuai dengan asas 
keadilan dan asas keseimbangan yang terdapat pada Pasal 2 UUPK. 
Klausula-klausula yang ada dalam perjanjian baku antar para pihak 
adalah berat sebelah atau tidak seimbang, yaitu kepentingan 





pengembang dengan konsumen lebih banyak memuat hak-hak pelaku 
usaha dan kewajiban konsumen. 
b. Spesifikasi Teknis Bangunan Rumah 
Permasalahan yang dialami konsumen biasanya muncul ketika 
telah terjadi serah terima objek dalam PPJB rumah ternyata kualitas 
fisik bangunannya tidak sesuai dengan yang dijanjikan dan/atau 
lingkungan di lokasi perumahan tidak sesuai dengan yang 
dipromosikan pada brosur atau iklan yang ternyata tidak dipenuhi oleh 
pengembang. Hal ini jelas membuat konsumen merasa dirugikan. 
Terdapat dua jenis pengaduan konsumen perumahan. Pertama, 
pengaduan sebagai akibat telah terjadinya pelanggaran hak-hak 
individual konsumen perumahan seperti, mutu bangunan di bawah 
standar, ukuran luas tanah tidak sesuai dan lain-lain. Kedua, pengaduan 
sebagai akibat pelanggaran hak-hak kolektif konsumen perumahan 
seperti, tidak dibangunnya prasarana, sarana dan utilitas umum 
(fasilitas sosial dan fasilitas umum), sertifikasi, rumah fiktif, banjir, dan 
soal kebenaran klaim/informasi dalam iklan, brosur dan pameran 
perumahan (Sudaryatmo, 1999: 41). 
Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, keluhan atau klaim 
konsumen perumahan yang diajukan kepada pengembang atau 
developer Fajar Group menyangkut hak-hak individual antara lain:  
1) Bapak Agung Triwidodo penghuni perumahan Ringin Asri 2 Bejen 
Karanganyar, mengajukan klaim atas rumah pada saat serah terima 
kunci dilaksanakan. Klaim tersebut berupa:  
a) Lantai bagian kamar mandi ada yang retak; 
b) Pintu kamar yang sulit dibuka (seret) (hasil wawancara dengan 
Bapak Agung pada hari Sabtu, 26 Januari 2019). 
2) Ibu Santi penghuni perumahan Ringin Asri 2 Bejen Karanganyar, 
mengajukan klaim atas rumah 5 (lima) hari setelah serah terima 
kunci dilaksanakan. Klaim meliputi: 





b) Pintu ruangan (double triplek) sedikit retak (hasil wawancara 
dengan Ibu Santi pada hari Sabtu, 26 Januari 2019).  
3) Bapak Budi penghuni perumahan Griya Mustika Indah 
Malangjiwan Colomadu, mengajukan klaim 3 (tiga) hari setelah 
serah terima rumah dilaksanakan. Klaim yang diajukan berupa: 
a) Cat dinding yang mengelupas dan merembes ketika hujan; 
b) Finishing cat yang kurang rata (hasil wawancara dengan Bapak 
Budi pada hari Sabtu, 2 Februari 2019). 
4) Ibu Ade penghuni perumahan Griya Mustika Indah Malangjiwan 
Colomadu, mengajukan klaim 1 (satu) minggu setelah serah terima 
rumah dilaksanakan. Klaim berupa: 
a) Bocor di ruangan dapur; 
b) Cat dinding mengelupas dan merembes saat hujan; 
c) Tembok ada yang retak (hasil wawancara dengan Ibu Ade pada 
hari Sabtu, 2 Februari 2019). 
5) Bapak Yusuf Ari penghuni perumahan Green Garden Baturan 
Karanganyar, mengajukan klaim sejak serah terima dilaksanakan. 
Klaim berupa: 
a) Cat tembok kamar anak yang tidak sesuai permintaan, semula 
meminta warna coklat terang tetapi justru keunguan; 
b) Bagian dapur, untuk kompor tanam yang direquest, 
pembongkarannya kurang rapi dan bagian bawah tidak diplester 
c) Kebersihan bagian kamar mandi yang kurang (hasil wawancara 
dengan Bapak Yusuf pada hari Sabtu, 9 Februari 2019). 
Berdasarkan keterangan dari para konsumen di atas, mereka 
mengaku bahwa kerusakan yang terjadi tidak terlalu signifikan dan 
memang pengembang bertanggung jawab dengan menindak lanjut 
perbaikan fisik bangunan yang dikeluhkan. Konsumen juga menyadari 
garansi yang diberikan hanya sekitar 3 (tiga) bulan, maka dari itu 





saat setelah terjadi serah terima rumah agar dapat dilakukan 
perbaikan/penggantian. 
Menurut uraian di atas, keluhan yang telah diajukan para 
konsumen masih terhitung dalam jangka waktu masa retensi atau 
garansi, yaitu belum melebihi batas waktu 100 (seratus) hari setelah 
tanggal serah terima rumah. Tindak lanjut dari pengembang terhadap 
klaim-klaim tersebut cepat dan segera memberikan pelayanan 
perbaikan terhadap kerusakan ataupun ketidaksesuaian pada fisik 
bangunan rumah kurang dari 7 (tujuh) hari. Pengembang Fajar Group 
sadar akan tanggung jawabnya untuk memberikan pelayanan purna jual 
kepada konsumen perumahan yang mengalami kerugian tersebut di 
atas (hasil wawancara dengan Ibu Anik Kepala Kantor 
Pemasaran/Marketing Pengembang Fajar Group pada Rabu, 23 Januari 
2019).  
Menurut kasus di atas, pengembang Fajar Group telah melakukan 
kewajibannya sesuai dengan Pasal 7 UUPK huruf g yang mengatur 
bahwa “Pelaku usaha wajib memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau 
penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau 
dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian”. Dengan adanya 
tanggung jawab dari pihak pengembang Fajar Group inilah sesuai 
dengan Pasal 19 UUPK yang mengatur mengenai tanggung jawab 
pelaku usaha untuk memberikan ganti rugi atas kerusakan dan/atau 
kerugian yang dialami konsumen. Upaya untuk memberikan 
perlindungan hukum bagi konsumen perumahan melalui Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen di atas 
dirasa cukup memadai untuk mencegah bahkan meniadakan tindakan 
yang sewenang-wenang dari pengembang sebagai pelaku usaha. 
c. Pembangunan Sarana Perumahan 
Sudah semestinya perumahan dilengkapi dengan prasarana, sarana 





yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan 
kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi (Pasal 1 angka 22 UUPKP).  
Selain aduan hak-hak individual konsumen perumahan di atas, 
konsumen perumahan juga mengeluhkan karena belum optimalnya 
pembangunan sarana atau fasilitas yang tersedia di lokasi perumahan. 
Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, keluhan atau aduan 
konsumen perumahan yang diajukan secara kolektif kepada 
pengembang atau developer Fajar Group terkait sarana perumahan 
(fasum dan fasos), antara lain: 
1) Perumahan Ringin Asri 2 masih sangat kurang dalam hal 
pengadaan sarana atau fasilitas. Seperti belum adanya satuan 
pengamanan (satpam) meskipun sudah tersedia pos keamanannya, 
pelayanan kebersihan yang masih kurang seperti rumput yang lebat, 
penerangan lampu jalan di lokasi perumahan yang kurang, lahan 
sarana perumahan yang belum dioptimalkan pembangunannya. 
Menurut keterangan Bapak Agung, tidak disampaikan di awal oleh 
pengembang mengenai pengadaan sarana menjadi kewajiban siapa, 
selain itu beliau pernah mengadukan agar pihak pengembang 
meningkatkan keamanan lokasi perumahan karena pernah terjadi 
pencurian. Tindak lanjut dari pihak pengembang dengan memberi 
pintu gerbang di halaman utama lokasi perumahan (entrance) (hasil 
wawancara dengan Bapak Agung pada hari Sabtu, 26 Januari 
2019).   
2) Berdasarkan brosur perumahan Griya Mustika Indah, terdapat 
pernyataan yang menyatakan adanya fasilitas tempat bermain anak 
dan sarana olahraga. Konsumen perumahan pernah mengajukan 
permohonan pembangunan fasilitas taman bermain anak dan 
mushola kepada pengembang. Namun menurut keterangan Ibu Ade 
salah satu penghuni perumahan Griya Mustika Indah (GMI), 
ternyata dari pihak pengembang hanya menyediakan lahan saja, 





iuran warga perumahan. Tindak lanjut dari pihak pengembang atas 
aduan tersebut yaitu dengan memberikan bantuan sebagian dana 
untuk pembangunan sarana/fasilitas tersebut (hasil wawancara 
dengan Ibu Ade pada hari Sabtu, 2 Februari 2019).  
3) Berbeda dengan perumahan Green Garden, di lokasi perumahan 
oleh pengembang sudah disediakan falilitas berupa pertamanan 
dimana fasilitas ini menjadi icon perumahan tersebut. Dalam site 
plan menggambarkan hanya ada lahan yang diperuntukkan menjadi 
taman. Karena masih adanya lahan kosong, maka konsumen 
bersama-sama pernah mengadukan agar pihak pengembang 
menyediakan sarana ibadah mushola. Warga baru mengetahui 
bahwa dari pihak pengembang hanya menyediakan lahan saja. 
Untuk lahan yang masih kosong, pembangunan sarana dilakukan 
melalui swadaya konsumen perumahan. Saat ini warga perumahan 
sedang mengusahakan sendiri melalui iuran kolektif warga (hasil 
wawancara dengan Bapak Yusuf pada hari Sabtu, 9 Februari 2019).   
Sebagian besar konsumen perumahan di atas, mengaku bahwa 
sebelum dilakukan transaksi, developer hanya fokus memberi 
informasi mengenai produk rumah (unit) dan tidak menjelaskan terkait 
penyediaan sarana/fasilitas pada perumahan pengadaannya menjadi 
tanggung jawab siapa, sehingga karena ketidaktahuan konsumen 
perumahan tersebut mereka pernah mengadukan (complain) secara 
kolektif kepada pengembang.  
 
Tabel 1. Pengadaan Sarana Perumahan 








































































c. Sarana TK 
a. Taman 
bermain 






















c. Taman  




b. Taman  
Sumber: Analisa Pribadi, 2019 
Berdasarkan data di atas, dapat diketahui bahwa konsumen 
perumahan Ringin Asri dan konsumen perumahan Griya Mustika Indah 
mengusahakan sendiri apabila hendak membangun sarana/fasilitas di 
area perumahan. Apa yang tertera pada brosur tidak sepenuhnya sesuai 
dengan kenyataan yang diterima konsumen. Sedangkan pada 
perumahan Green Garden, telah disediakan pengembang dan telah 
sesuai dengan apa yang tercantum pada brosur mengenai fasilitas 
pertamanan umum yang dijanjikan. Perlu diketahui bahwa terkait 
pengadaan sarana, antara konsumen dengan pengembang Fajar Group 
tidak diatur dalam suatu perjanjian. Tidak diaturnya pengadaan fasilitas 





apabila mengalami kerugian konsumen tidak dapat mengajukan 
tuntutan. Meskipun demikian bukan berarti konsumen tidak dapat 
mengadukan keluhan/complain kepada pengembang. 
Berdasarkan hasil penelitian di atas, beberapa hal dimana pengembang 
atau developer Fajar Group berpotensi melanggar Undang-Undang Nomor 8 
Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, diantaranya: 
1. Pasal 8 ayat (1) huruf f 
“Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang 
dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, 
etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa 
tersebut”. 
Analisis: 
Dalam brosur Perumahan Griya Mustika Indah tercantum adanya fasilitas 
berupa tempat bermain anak dan sarana olahraga. Namun fakta di lapangan 
sarana olahraga belum terealisasi, sedangkan tempat bermain anak dan 
mushola yang ada sekarang pengadaannya melalui swadaya warga 
perumahan  (hasil wawancara dengan Ibu Ade pada hari Sabtu, 2 Februari 
2019). Menurut ketentuan tersebut, pengembang dilarang membangun dan 
memperdagangkan perumahan yang tidak sesuai dengan apa yang 
diperjanjikan, baik dalam surat perjanjian, iklan brosur, dan media promosi 
lainnya. Diharapkan pengembang dapat memberikan keterangan sejelas 
mungkin kepada konsumen mengenai apa yang tercantum di dalam brosur 
ketika konsumen sedang menggali informasi saat sebelum terjadi transaksi 
jual beli, sehingga konsumen tidak akan komplain dan merasa dirugikan.   
2. Pasal 9 ayat (1) huruf e, huruf j dan huruf k 
“Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan suatu 
barang dan/atau jasa secara tidak benar, dan/atau seolah-olah:  
e) barang dan/atau jasa tersebut tersedia;  
j) menggunakan kata-kata yang berlebihan, seperti aman, tidak  
berbahaya, tidak mengandung risiko atau efek sampingan tanpa 





k) menawarkan sesuatu yang mengandung janji yang belum pasti”. 
Analisis:  
Dalam brosur perumahan Griya Mustika Indah tercantum beberapa failitas 
yang ditawarkan pengembang diantaranya lebar jalan utama 11 meter; 
gerbang entrance eksklusif dan menawan; tempat bermain anak; sarana 
olahraga; lokasi terbaik aman dan nyaman; dan sebagainya. Fasilitas sosial 
seperti sarana olahraga belum tersedia di lokasi perumahan dan belum pasti 
kapan realisasinya. Selain itu, brosur tersebut mengandung kata-kata yang 
berlebihan seperti “lokasi terbaik aman dan nyaman”. Berdasarkan Etika 
Pariwara Indonesia (EPI) dalam BAB III Ketentuan, huruf A Tata Krama, 
angka 1 Isi iklan terkait Bahasa, tidak boleh menggunakan kata-kata 
superlatif seperti “paling”, “nomor satu”, “top”, atau kata-kata berawalan 
“ter”, kecuali jika disertai dengan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan 
serta harus didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh lembaga 
yang independent. Selain itu, menurut keterangan Ibu Ade salah satu 
penghuni Griya Mustika Indah, saat sebelum membeli rumah, melalui 
keterangan verbal/lisan dari pihak marketing mengatakan akan disediakan 
fasilitas CCTV pada beberapa sudut gang di lokasi perumahan. Namun 
hingga kini juga tidak ada realisasinya (hasil wawancara dengan Ibu Ade 
pada hari Sabtu, 2 Februari 2019). 
3. Pasal 10 huruf c 
“Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan 
untuk diperdagangkan dilarang menawarkan, mempromosikan, 
mengiklankan atau membuat pernyataan yang tidak benar atau 
menyesatkan mengenai: c) kondisi, tanggungan, jaminan, hak atau ganti 
rugi atas suatu barang dan/atau jasa”.  
Analisa:  
Baik konsumen pada perumahan Ringin Asri maupun Griya Mustika Indah 
mulanya mengira bahwa pengadaan sarana atau fasilitas seperti taman 
bermain, tempat ibadah, sarana TK dan sebagainya dilakukan oleh 





hak konsumen akan informasi yang jelas dirasa masih kurang dalam 
pelaksanaannya. 
4. Pasal 17 ayat (1) huruf d 
“Pelaku usaha periklanan dilarang memproduksi iklan yang: d) tidak 
memuat informasi mengenai risiko pemakaian barang dan/atau jasa”. 
Analisis:  
Hampir semua brosur perumahan tidak memuat resiko dalam pemakaian 
produk rumah seperti air tanah atau air sumur yang tidak layak konsumsi, 
wilayah jauh dari perkotaan dan sebagainya. Bapak Yusuf salah satu 
penghuni perumahan Green Garden, mengaku bahwa sanitasi air yang ada 
(menggunakan sumur pompa listrik) kurang layak konsumsi, dan selama ini 
beliau hanya menggunakan air tersebut untuk mandi cuci kakus (MCK) 
saja (hasil wawancara dengan Bapak Yusuf pada hari Sabtu, 9 Februari 
2019).   
Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 11 Tahun 2008 
tentang Pedoman Keserasian Kawasan Perumahan dan Permukiman, 
mengatur bahwa 30% (persen) dari lahan yang ada digunakan untuk 
prasarana, sarana, dan utilitas umum (fasos dan fasum). Dalam iklan atau 
brosur yang diterbitkan pengembang pasti menjanjikan berbagai fasilitas di 
lingkungan perumahan, agar nantinya konsumen tidak perlu bergantung 
pada kawasan lain. Sarana atau fasilitas merupakan hak konsumen 
perumahan yang wajib dipenuhi oleh para pengembang. Tetapi pada 
kenyataannya fasilitas yang dijanjikan pengembang seringkali masih minim 
dan belum terealisir.  
Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang 
Perumahan dan Kawasan Permukiman (UUPKP) menyebutkan bahwa 
“Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik 
perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan 
utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni”. Sesuai 
penjelasan tersebut, jelas bahwa prasarana, sarana, dan utilitas umum 





42 UUPKP mengatur pemasaran perumahan melalui sistem perjanjian 
pendahuluan jual beli dapat dilakukan jika sudah ada kepastian atas 
ketersediaan prasarana, sarana dan utilitas umum. Pengembang dilarang 
meyelenggarakan pembangunan perumahan yang tidak membangun perumahan 
sesuai dengan kriteria, spesifikasi, persyaratan, prasarana, sarana, dan utilitas 
umum yang diperjanjikan (Pasal 134 UUPKP).  
Dalam Pasal 47 ayat (1) dan ayat (4) UUPKP disebutkan bahwa: 
(1) “Pembangunan prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan dilakukan 
oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau setiap orang”.  
(4) “Prasarana, sarana, dan utilitas umum yang telah selesai dibangun oleh 
setiap orang harus diserahkan kepada pemerintah kabupaten/kota sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. 
Pengertian setiap orang yang dimaksud adalah: 
a. Pasal 1 angka 25 UUPKP: “Setiap orang adalah orang perseorangan atau 
badan hukum”.  
b. Pasal 1 angka 26 UUPKP: “Badan hukum adalah badan hukum yang 
didirikan oleh warga negara Indonesia yang kegiatannya di bidang 
penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman”. 
Dalam hal ini pembangunan perumahan dilakukan oleh badan hukum yaitu 
pengembang yang berbentuk PT. Fajar Bangun Raharja atau dikenal dengan 
Fajar Group. Prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) yang telah selesai 
dibangun oleh badan hukum (pengembang) harus diserahkan kepada Pemkab. 
Penyerahan dilakukan oleh pengembang setelah selesai pemeliharaan dan 
perawatan dan telah disertipikatkan untuk dan atas nama pemerintah daerah. 
Ketentuan di atas tidak menyebutkan penghuni/konsumen yang membangun 
dan menyerahkan PSU kepada Pemkab. Tidak seharusnya pengembang hanya 
menyediakan lahan dan menyerahkan sepenuhnya pembangunan sarana kepada 
konsumen. Pengembang bukan hanya membangun unit rumah saja namun 
sudah semestinya memperhatikan dan menyediakan kelengkapan prasarana, 





Lebih jelas lagi dalam Permendagri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman 
Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di 
Daerah mengatur: 
a. Pasal 1 angka 4: “Penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas adalah 
penyerahan berupa tanah dengan bangunan dan/atau tanah tanpa bangunan 
dalam bentuk asset dan tanggung jawab pengelolaan dari pengembang 
kepada pemerintah daerah”.  
b. Pasal 11 ayat (1): “Pemerintah daerah meminta pengembang untuk 
menyerahkan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 yang dibangun 
oleh pengembang”. 
Berdasarkan ketentuan di atas dapat diketahui bahwa seharusnya pengadaan 
dan pembangunan prasarana, sarana dan utilitas umum dilakukan oleh 
Pemerintah, Pemda, dan/atau badan hukum yaitu pengembang. Sarana atau 
fasilitas merupakan hak konsumen perumahan dan sudah menjadi kewajiban 
pengembang Fajar Group sebagai pelaku usaha untuk menyediakannya.  
3. Tahap Pasca/Purna Transaksi 
Tahap ini dapat disebut juga dengan purna jual, dimana pelaksanaannya 
telah terjadi. Konsumen melakukan pembayaran harga rumah sesuai 
kesepakatan dan pengembang telah menyerahkan rumah beserta fasilitas 
pendukungnya. Sertifikat sebagai tanda bukti kepemilikan hak atas tanah 
dan bangunan juga telah beralih menjadi milik konsumen.  
Setelah terjual unit produk rumahnya, pengembang wajib menyediakan 
sarana atau fasilitas seperti apa yang dijanjikam pada saat kegiatan 
penawaran, promosi, dan periklanan (tahap pra transaksi). Tidak hanya itu, 
pengembang pun wajib memberikan layanan pasca/purna jual, 
pemeliharaan dan pengelolaan lingkungan perumahan, misalnya pengadaan 
sarana keamanan dengan menyediakan satpam, penerangan jalan yang 






Permasalahan yang sering terjadi pada kegiatan jual beli rumah antara 
konsumen perumahan dengan pengembang antara lain yaitu, 
ketidaksesuaian fisik bangunan/standar ukuran, keterlambatan serah terima 
unit tanpa ganti rugi, ketidaksesuaian janji pengembang terkait sarana serta 
masalah lingkungan, dan sebagainya. 
Pada perumahan Ringin Asri, Griya Mustika Indah dan Green Garden 
masalah mengenai kerusakan maupun ketidaksesuaian fisik bangunan dan 
ketidaklengkapan dokumen pada saat serah terima rumah, pengembang 
memberikan jaminan berupa masa garansi selama 100 (seratus) hari (hasil 
wawancara dengan Bapak Eka Staf Personalia Pengambang Fajar Group 
pada Rabu, 23 Januari 2019). 
UUPK mengatur mengenai kegiatan pada tahap pasca transaksi atau 
layanan purna jual pada Pasal 25 UUPK yang menyatakan “Pelaku usaha 
yang memproduksi barang yang pemanfaatannya berkelanjutan dalam batas 
waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun wajib menyediakan suku cadang 
dan/atau fasilitas purna jual dan wajib memenuhi jaminan atau garansi 
sesuai dengan yang diperjanjikan”. Masa garansi yang diberikan 
pengembang Fajar Group disini tidak di atur dalam suatu perjanjian, namun 
hal ini sudah disepakati bersama dan menjadi kebiasaan pengembang untuk 
menunjukkan itikad baik pada konsumen. Dalam hal ini pengembang Fajar 
Group telah memenuhi kewajibannya memberikan layanan purna jual bagi 
konsumen. 
Secara umum, informasi yang disampaikan kepada konsumen 
dilakukan dengan cara merepresentasikan suatu produk dengan berbagai 
cara melalui media massa, namun dalam pelaksanaannya kadang terjadi 
misrepresentasi. Misrepresentasi merupakan pernyataan tidak benar yang 
dilakukan oleh suatu pihak untuk membujuk pihak lain masuk dalam suatu 
perjanjian. Dengan demikian masalah dasar dari misrepresentasi adalah 
dampak dari suatu pernyataan yang disampaikan sebelum terjadinya 





Penawaran pengembang melalui brosur selalu hanya menyampaikan 
hal-hal yang positif saja tanpa diimbangi dengan informasi yang relevan 
dalam masyarakat. Pernyataan pengembang dalam brosur tidak sepenuhnya 
sesuai dengan harapan konsumen perumahan dan fakta yang sebenarnya. 
Terutama informasi mengenai fasilitas atau sarana pada site plan tidak 
lengkap dan tidak jelas. Kurang representatifmya informasi iklan pada 
brosur tersebut seringkali mengakibatkan konsumen merasa dirugikan. 
Adanya kondisi tersebut, sesuai dengan Pasal 4 huruf c UUPK, hak-hak 
konsumen perumahan dalam hal pemenuhan hak atas informasi yang benar, 
jelas, dan jujur harus senantiasa diperjuangkan. 
Sebagaimana kewajiban pelaku usaha dalam Pasal 7 huruf b UUPK, 
promosi dalam bentuk iklan dituntut untuk selalu menyampaikan informasi 
yang benar, jujur atau senyatanya kepada konsumen mengenai suatu barang 
ataupun jasa. Dengan adanya iklan, sangat membantu calon konsumen 
ketika akan memilih produk barang atau jasa yang dibutuhkannya. Oleh 
karena itu informasi yang benar dan bertanggung jawab merupakan hal 
yang pokok bagi konsumen sebelum memutuskan untuk melakukan 
transaksi dengan pelaku usaha.  
Standar untuk menentukan adanya misrepresentasi dalam suatu 
iklan, dapat dilihat apakah dalam iklan tersebut terdapat pernyataan yang 
secara eksplisit atau implisit bertolak belakang dengan fakta, atau jika 
informasi penting untuk mencegah terjadinya misleading dalam suatu 
praktik, klaim, representasi, atau kepercayaan yang reasonable tidak 
dipaparkan (omission), sehingga konsumen memperoleh kesimpulan yang 
salah atau menyesatkan. Selain itu, fakta penting tersebut bersifat material, 
karena penting untuk dijadikan panduan bagi konsumen dalam 
memutuskan, apakah akan membeli atau mempergunakan produk yang 
diiklankan (Dedi Harianto, 2010: 108). Sedangkan dalam Etika Pariwara 
Indonesia (EPI) dijelaskan bahwa praktik pemberian informasi yang 
menyesatkan dapat berupa memberikan keterangan yang tidak benar, 





adanya pernyataan iklan yang salah (misrepresentation) harus pula 
menunjukkan bagian mana dari pernyataan iklan tersebut yang 
mengandung kesalahan dengan disertai bukti-bukti yang kuat, seperti 
keterangan ahli atau hasil test. 
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 
Konsumen tidak merumuskan dengan tegas pengertian iklan menyesatkan, 
namun dalam Pasal 10 Bab IV perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha 
berkaitan dengan adanya fakta material dalam suatu iklan, dimana 
pernyataan menyesatkan mengenai harga, kegunaan, kondisi, tanggungan, 
jaminan, tawaran potongan harga, hadiah, maupun bahaya penggunaan 
barang dan/atau jasa dapat mempengaruhi konsumen dalam memilih atau 
membeli produk yang diiklankan. Untuk menghindari penyesatan dan 
penipuan yang dilakukan pelaku usaha, konsumen juga harus jeli dan 
waspada dalam mencermati setiap iklan produk yang ditayangkan melalui 
media cetak maupun elektronik agar terhindar dari kerugian dan 
kekecewaan. Adalah hak bagi konsumen untuk memperoleh informasi yang 
benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi serta jaminan barang dan/atau jasa 
dari pelaku usaha. 
Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan suatu hal yang 
melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan 
yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. 
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen 
tidak mengatur secara khusus sistem penawaran yang harus ditaati oleh 
pelaku usaha. Meskipun demikian, perlindungan hukum secara preventif  
dilaksanakan dengan diaturnya larangan-larangan dalam kegiatan 
penawaran, promosi dan periklanan dapat dijadikan sebagai dasar acuan 
bagi pelaku usaha untuk tidak memberikan informasi yang dapat 
menyesatkan konsumen. Kejujuran pelaku usaha untuk memberikan 
informasi kepada konsumen sangat bergantung kepada kemampuan pelaku 
usaha pada umumnya dan perusahaan periklanan dalam memilih 





sehingga pesan iklan yang ingin disampaikan dapat ditangkap secara baik 
oleh konsumen. 
Demi menjamin perlindungan dan kepastian hukum bagi konsumen 
dari tindakan tidak baik pelaku usaha, UUPK memberikan perlindungan 
respresif dengan mengatur sanksi-sanksi yang dapat dikenakan bagi pelaku 
usaha yang melakukan pelanggaran.  Sanksi tersebut tercantum dalam Bab 
XIII Pasal 60 sampai dengan Pasal 63 UUPK, namun terhadap pelanggaran 
Pasal 8 sampai dengan Pasal 18 UUPK hanya dapat dikenakan sanksi 
berdasarkan Pasal 62 dan Pasal 63 UUPK. 
Pasal 62 UUPK mengatur mengenai sanksi pidana bagi pelaku 
usaha dan/atau pengurusnya yang melanggar ketentuan sebagai berikut: 
a. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam: 
1) Pasal 8 tentang menjual produk atau jasa yang tidak memenuhi 
standar yang ditetapkan; 
2) Pasal 9 tentang memanipulasi produk atau jasa; 
3) Pasal 10 tentang informasi yang tidak benar atau menyesatkan; 
4) Pasal 13 ayat (2) tentang penawaran obat-obatan dan perihal di 
bidang kesehatan; 
5) Pasal 15 tentang penawaran barang atau jasa secara paksaan; 
6) Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2) tentang 
iklan yang memuat informasi tidak benar dan mengelabui; 
7) Pasal 18 tentang larangan pencantuman klausula baku tertentu. 
Dijatuhi hukuman dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun 
atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar 
rupiah). 
b. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam: 
1) Pasal 11 tentang cara obral atau lelang yang 
mengelabui/menyesatkan konsumen; 
2) Pasal 12 tentang penawaran dengan tarif khusus; 






4) Pasal 14  tentang penawaran dengan memberi hadiah melalui 
undian; 
5) Pasal 16 tentang menawarkan barang atau jasa melalui pesanan; 
6) Pasal 17 ayat (1) huruf d dan huruf f tentang larangan produksi iklan 
yang bertentangan dengan etika dan ketentuan hukum yang berlaku. 
Dijatuhi hukuman dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun 
atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta 
rupiah). 
c. Terhadap pelanggaran yang mengakibatkan luka berat, sakit berat, cacat 
tetap atau kematian diberlakukan ketentuan pidana yang berlaku. 
Pasal 63 UUPK, mengatur mengenai hukuman tambahan yang 
dapat dijatuhkan kepada pelaku usaha dan/atau pengurusnya yang 
melanggar, berupa: 
a. Perampasan barang tertentu; 
b. Pengumuman keputusan hakim; 
c. Pembayaran ganti rugi; 
d. Perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya 
kerugian konsumen; 
e. Kewajiban penarikan barang dari peredaran;atau  
f. Pencabutan izin usaha. 
Pada hakikatnya, bagi konsumen iklan merupakan janji dari pihak 
korporasi atau pelaku usaha untuk membangkitkan minat konsumen untuk 
membeli produk barang dan/atau jasa yang ditawarkannya. Dengan demikian 
iklan dalam segala bentuknya mengikat para pihak tersebut dengan segala 
akibat hukumnya. Besarnya peranan iklan sebagai alat penyampai informasi 
disatu pihak harus pula diikuti dengan pengawasan terhadap mutu iklan 
sehingga iklan tidak menjadi produk informasi yang sangat komersil dan tidak 
aman. 
Selain Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 
Konsumen, dalam hal pembelian rumah di lokasi perumahan, perlu ditinjau 





Perumahan dan Kawasan Permukiman. Ketentuan tersebut sebagai dasar 
hukum dalam hal penyelenggaraan pembangunan perumahan dan kawasasan 
permukiman, baik dari tahap perencanaan, tahap pembangunan, tahap 
pemanfaatan, sampai tahap pengendalian. Namun tidak dapat dipungkiri, 
pengembang atau developer selaku pihak pelaksana didapati melakukan 
pelanggaran terhadap pemenuhan hak-hak konsumen yang sifatnya merugikan 
konsumen.  
Bersamaan dengan perlindungan terhadap hak-hak konsumen, dalam 
Pasal 129 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan 
Kawasan Permukiman telah mengatur mengenai hak setiap orang dalam 
penyelenggaraan perumahan antara lain: 
a. menempati,  menikmati,  dan/atau  memiliki/memperoleh rumah  yang  
layak  dalam  lingkungan  yang   sehat,  aman, serasi, dan teratur; 
b. melakukan  pembangunan  perumahan  dan  kawasan permukiman;  
c. memperoleh  informasi  yang  berkaitan  dengan penyelenggaraan 
perumahan dan kawasan permukiman;  
d. memperoleh  manfaat  dari  penyelenggaraan  perumahan dan kawasan 
permukiman;  
e. memperoleh  penggantian  yang  layak  atas  kerugian  yang dialami  
secara  langsung  sebagai  akibat  penyelenggaraan perumahan dan 
kawasan permukiman; dan  
f. mengajukan  gugatan  perwakilan  ke  pengadilan  terhadap 
penyelenggaraan  perumahan  dan  kawasan  permukiman yang merugikan 
masyarakat. 
Berdasarkan ketentuan di atas dapat diketahui bahwa Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman 
(UUPKP) sejalan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 
Perlindungan Konsumen, yaitu dengan memberikan perlindungan hukum bagi 
masyarakat sebagai konsumen salah satunya adalah hak untuk memperoleh 
informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan perumahan. Selain itu, pada 





mengatur bahwa “Setiap orang dilarang menyelenggarakan pembangunan 
perumahan, yang tidak membangun perumahan sesuai dengan kriteria, 
spesifikasi, persyaratan, prasana, sarana, dan utilitas umum yang 
diperjanjikan”. Perumahan yang layak huni adalah perumahan yang dibangun 
dengan kualitas bangunan yang baik, aman, teratur serta adanya prasarana, 
sarana, dan utilitas umum sesuai dengan persyaratan dan lain sebagainya 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga pihak 
konsumen sebagai pemakai dapat menikmati bertempat tinggal di 
rumah/perumahan yang layak huni, aman, nyaman, serasi dan teratur. 
Dalam bidang perumahan spesifikasi berbicara mengenai perincian 
tentang rencana dari sebuah produk. Produk yang dihasilkan adalah bangunan 
fisik rumah, yang meliputi berbagai komponen utama bangunan seperti 
fondasi, struktur bangunan, kolom, balok, plat dan sebagainya. Selain itu juga 
meliputi komponen arsitekturalnya seperti dinding, kusen, daun pintu, rangka 
atap, plafon, lantai dan sebagainya. Perlindungan konsumen perumahan 
ditinjau dari UUPKP ini, berkaitan dengan kualitas konstruksi bangunan serta 
penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum di lokasi perumahan. 
Konsumen sering mendapati kualitas konstruksi bangunan pada suatu 
perumahan umumnya rendah, sehingga mengakibatkan kerusakan pada fisik 
bangunan. Tentu hal ini merugikan bagi pihak konsumen. 
Disamping mengenai kualitas bangunan, pengembang juga harus 
memperhatikan faktor kenyamanan dan keamanan konsumen. Seringkali 
konsumen menjumpai iklan yang memberikan janji rumah bebas banjir, 
namun kenyataannya tidak demikian. Untuk menghindari hal ini dalam Pasal 
140 UUPKP mengatur bahwa “Setiap orang dilarang membangun, perumahan, 
dan/atau permukiman  di tempat yang berpotensi dapat menimbulkan bahaya 
bagi barang ataupun orang.” Maka dari itu, pengembang harus mengupayakan 
membangun perumahan di lokasi yang tidak berpotensi bahaya demi 
kenyamanan, keamanan dan keselamatan konsumen. 
Mengacu pada Pasal 134 dan Pasal 140 UUPKP di atas, sudah menjadi 





peraturan perundang-undangan yang berlaku agar tidak menimbulkan 
kerugian bagi konsumen. Maksud dari Pasal 134 UUPKP yang menyatakan 
“hal yang diperjanjikan” adalah kondisi fisik rumah yang telah dibangun dan 
dijual kepada konsumen, yang ditawarkan melalui media promosi, yang 
meliputi informasi lokasi rumah, kondisi tanah/kavling, bentuk rumah, 
spesifikasi bangunan, harga rumah, prasarana, sarana, utilitas umum 
perumahan, fasilitas lain, waktu serah terima serta penyelesaian sengketa. Hal 
ini sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a dan huruf f UUPK 
mengenai larangan bagi pengembang membangun dan memperdagangkan 
perumahan yang tidak memenuhi standar yang dipersyaratkan peraturan 
perundang-undangan dan janji yang ada pada surat perjanjian maupun media 
periklanan.  
Bagi pengembang yang melanggar ketentuan Pasal 134 UUPKP, maka 
dapat diancam sanksi pidana yang tercantum pada Pasal 151 ayat (1) yang 
menyatakan “Setiap orang yang menyelenggarakan pembangunan perumahan, 
yang tidak membangun perumahan sesuai dengan kriteria, spesifikasi, 
persyaratan, prasarana, sarana, dan utilitas umum yang diperjanjikan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134, dipidana dengan pidana denda paling 
banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Selain itu, Pasal 151 ayat (2) 
mengatur bahwa pelaku dapat dijatuhi pidana tambahan berupa membangun 
kembali perumahan sesuai dengan kriteria, spesifikasi, persyaratan, prasarana, 
sarana, dan utilitas umum yang diperjanjikan. Bukan hanya itu saja, menurut 
Pasal 150 UUPKP ayat (2) pengembang juga dapat dijatuhi sanksi 
administrasi yang berupa peringatan tertulis, pencabutan IMB, pencabutan izin 
usaha, hingga penutupan lokasi. Sedangkan bagi pengembang yang melanggar 
Pasal 140 UUPKP maka  berlaku Pasal 157 UUPKP, yaitu dapat  dipidana 
dengan pidanan kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak 
Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).  
Berdasarkan keterangan dari para konsumen perumahan keluaran 
pengembang Fajar Group, selama menempati rumah bertahun-tahun tidak 





sudah dapat memperkirakan keamanannya. Hal ini sesuai dengan konfirmasi 
yang dilakukan kepada pihak marketing Fajar Group, bahwa tidak pernah ada 
aduan terkait adanya banjir dari konsumen. Disamping itu, memang 
pengembang memperhatikan betul bahwa lokasi yang akan dibangun 
perumahan sedapat mungkin memberikan kenyamanan dan keamanan bagi 
konsumen.    
 
C. Tanggung Jawab Pengembang Fajar Group atas Ketidaksesuaian antara 
Informasi yang Diberikan dengan Kenyataan yang Diperoleh Konsumen 
Perumahan 
Dalam melakukan penawaran, promosi dan periklanan produk 
rumahnya sudah semestinya pengembang harus mempunyai itikad baik. 
Tetapi, apabila produk rumah yang telah dibeli konsumen tidak sesuai dengan 
iklan atau segala informasi yang telah diterima konsumen pada tahap pra 
transaksi, maka dapat dikatakan pelaku usaha tidak mempunyai itikad baik. 
Konsumen mempunyai hak untuk dapat menggugat pelaku usaha 
(pengembang) karena rumah perumahan yang diinfomasikan atau diiklankan 
tidak sesuai dengan realisasinya. Pengembang harus mempunyai tanggung 
jawab kepada konsumen atas ketidaksesuian informasi dengan realisasinya 
serta atas kerugian konsumen setelah membeli rumah yang diiklankan 
tersebut. 
Tanggung jawab pengembang Fajar Group dalam transaksi jual beli 
rumah dengan konsumen meliputi garansi perbaikan fisik bangunan rumah, 
kelengkapan dokumen dan aduan lainnya. Berdasarkan hasil penelitian di 
lapangan, konsumen perumahan yang merasa tidak puas dan mendapati 
kerusakan pada rumah yang telah dibelinya dapat mengajukan keluhan/klaim 
kepada pengembang Fajar Group. Pengembang Fajar Group memberikan 
masa garansi atau jaminan kelayakan konstruksi selama 100 (seratus) hari 
atau 3 (tiga) bulan sejak serah terima rumah dilakukan. Selama masa garansi, 
apabila konsumen mengajukan keluhan/klaim mengenai kerusakan atau 





pihak pengembang Fajar Group. Pengembang Fajar Group tidak 
mencantumkan klausula masa garansi pada PPJB maupun perjanjian lainnya 
dan hal ini merupakan kesepakatan bersama serta kebiasaan dari pihak 
pengembang untuk menunjukkan itikad baik dengan memberikan pelayanan 
purna jual kepada konsumen. Konsumen yang mengajukan klaim dapat 
menghubungi pihak pemasaran dan akan mengisi blangko internal komplain. 
Untuk selanjutnya perbaikan akan dilakukan oleh pihak lapangan/konstruksi. 
Kerusakan yang biasanya diadukan konsumen yaitu dinding yang retak atau 
mrembes, atap bocor, cat yang tidak rapi, peletakan stop kontak yang tidak 
pas, dan sebagainya (hasil wawancara dengan Ibu Anik Kepala Kantor 
Pemasaran/Marketing Pengembang Fajar Group).  
Berdasarkan hasil penelitian pada konsumen perumahan di tiga 
perumahan keluaran Pengembang Fajar Group, mereka mengaku bahwa 
pengembang atau developer bertanggung jawab atas kerugian yang dialami 
konsumen terkait adanya kerusakan fisik bangunan rumah. Klaim terkait 
kerusakan pada fisik bangunan yang telah diajukan konsumen perumahan 
masih dalam masa retensi atau garansi yaitu, sebelum 100 (seratus) hari sejak 
penyerahan rumah dilaksanakan. Tindak lanjut dari Pengembang Fajar Group 
terhadap klaim tersebut, mereka segera mengganti dan memperbaiki 
kerusakan pada fisik bangunan yang diadukan konsumen.  
Terkait persoalan aduan hak-hak kolektif konsumen mengenai 
penyediaan dan pembangunan sarana perumahan, konsumen perumahan 
Griya Mustika Indah pernah mengadukan permohonan pembangunan 
mushola dan teman bermain dan mandapat respon dari pengembang dengan 
memberikan bantuan sebagian dana untuk pembangunan sarana tersebut 
(hasil wawancara dengan Ibu Ade pada hari Sabtu, 2 Februari 2019). 
Sedangkan pada perumahan Ringin Asri, menurut keterangan konsumen, 
mereka sama sekali tidak mengetahui seungguhnya lahan kosong yang 
peruntukannya sebagai sarana, tanggung jawab penyediaan dan 
pembangunannya dibebankan kepada siapa. Hal ini menunjukkan bahwa 





konsumen ditahap pra transaksi mengenai hal-hal yang tidak diuraikan pada 
brosur/iklan.  
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 
Konsumen (UUPK) secara khusus mengatur permasalahan konsumen dan 
memberi wadah bagi aspirasi dan advokasi yang akan dilakukan konsumen 
jika terjadi tindakan tidak bertanggung jawab yang dilakukan oleh pelaku 
usaha. Harapan terhadap UUPK jelas sangat besar. Walaupun belum 
sempurna, akan tetapi adanya undang-undang ini merupakan suatu langkah 
maju dalam rangka menciptakan kegiatan usaha yang sehat di Indonesia pada 
umumnya, dalam upaya memberikan perlindungan kepada konsumen pada 
khususnya. 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 
Konsumen mengatur dengan tegas mengenai tangggung jawab pelaku usaha 
atas kerugian yang dialami konsumen yang dimuat dalam satu bab, yaitu Bab 
VI dari Pasal 19 sampai Pasal 28. Klasifikasinya dapat dijabarkan sebagai 
berikut: 
1. Tujuh pasal: Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, 
dan Pasal 27 tentang pertanggungjawaban pelaku usaha; 
2. Dua pasal: Pasal 22 dan Pasal 28 tentang pembuktian; 
3. Satu pasal: Pasal 23 yang mengatur penyekesaian sengketa apabila pelaku 
usaha tidak memenuhi kewajibannya memberikan ganti rugi kepada 
konsumen. 
Dalam Pasal 7 UUPK telah diatur kewajiban-kewajiban yang harus 
dipatuhi oleh pelaku usaha dalam menjalankan usahanya. Demikian juga 
dengan pengembang atau developer dimana ketentuan tersebut melekat pada 
mereka. Apabila dalam melaksanakan beberapa kewajiban tersebut terjadi 
pelanggaran yang dilakukan oleh pengembang atau developer maka 
perusahaan harus bertanggung jawab. Ketentuan Pasal 19 UUPK mengatur 





1. Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, 
pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang 
dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.  
2. Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa 
pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis 
atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian 
santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku.  
3. Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari 
setelah tanggal transaksi.  
4. Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) 
tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan 
pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.  
5. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku 
apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut 
merupakan kesalahan konsumen. 
Pasal 19 UUPK di atas merupakan bentuk ketentuan product liability 
atau tanggung jawab hukum dari pelaku usaha (pengembang) untuk 
mengganti kerugian yang dialami konsumen. Tuntutan ganti rugi dapat 
didasarkan karena wanprestasi dan perbuatan melanggar hukum. Apabila 
tuntutan didasarkan pada wanprestasi, timbul karena adanya kewajiban-
kewajiban yang tidak dipenuhi oleh pengembang sebagaimana yang diatur 
dalam perjanjian. Namun jika pengembang melanggar ketentuan kegiatan 
penawaran, promosi dan periklanan yang dilarang oleh UUPK, maka 
pengembang akan dikenakan sanksi sesuai pada Pasal 62 UUPK. Selain itu 
pengembang juga dapat dikenakan sanksi tambahan yang diatur dalam Pasal 
63 UUPK. 
Bentuk pertanggungjawaban dalam hukum perdata dapat 
dikelompokan menjadi dua, yaitu pertama, pertanggungjawaban kontraktual 
dan kedua, pertanggungjawaban perbuatan melawan hukum. Perbedaan 





melawan hukum adalah apakah dalam hubungan hukum tersebut terdapat 
perjanjian atau tidak. Apabila terdapat perjanjian tanggung jawabnya adalah 
tanggung jawab kontraktual. Apabila tidak ada perjanjian namun terdapat satu 
pihak merugikan pihak lain, pihak yang dirugikan dapat menggugat pihak 
yang merugikan bertanggung jawab dengan dasar perbuatan melawan hukum 
(Rosa Agustina, 2012: 4). 
Pada saat pembangunan rumah yang diselesaikan oleh pengembang 
tidak sesuai dengan informasi pada iklan ataupun brosur yang ditawarkan, itu 
artinya pengembang tidak melaksanakan kewajibannya dan dikatakan telah 
wanprestasi karena tidak melaksanakan seperti yang disepakati sebelumnya. 
Adanya wanpreastasi ini menimbulkan akibat hukum yaitu hak konsumen 
untuk menuntut pengembang sebagai pihak yang melakukan wanprestasi dan 
merugikan konsumen. Pelaksanaan di lapangan mengenai tanggung jawab 
pengembang  Fajar Group atas kerugian konsumen berjalan dengan baik dan 
dipenuhi oleh pengembang. Hal ini telah sejalan dengan ketentuan pada Pasal 
19 UUPK. 
Dalam hal pelaku usaha tidak bertanggung jawab memenuhi 
kewajibannya untuk memberikan ganti rugi kepada konsumen, maka dapat 
digugat baik melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) atau 
melalui jalur litigasi di wilayah kedudukan konsumen. Hal ini diatur di dalam 
Pasal 23 UUPK yang menyatakan bahwa “Pelaku usaha yang menolak 
dan/atau tidak memberi tanggapan dan/atau tidak memenuhi ganti rugi atas 
tuntutan konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), ayat (2), 
ayat (3), dan ayat (4), dapat digugat melalui badan penyelesaian sengketa 
konsumen atau mengajukan ke badan peradilan di tempat kedudukan 
konsumen”.   
Pada dasarnya timbulnya kewajiban memberikan ganti rugi ada jika 
adanya unsur kesalahan pada pelaku usaha atas perbuatan melawan hokum. 
UUPK menganut prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab 
(presumption of liability principle), yaitu tergugat (pelaku usaha yang 





bahwa ia tidak bersalah. Hal ini nampak pada Pasal 22 yang mengatur 
mengenai sistem pembuktian terbalik bahwa “Pembuktian terhadap ada 
tidaknya unsur kesalahan dalam kasus pidana sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 19 ayat (4), Pasal 20, dan Pasal 21 merupakan beban dan tanggung 
jawab pelaku usaha tanpa menutup kemungkinan bagi jaksa untuk melakukan 
pembuktian”. 
Sedangkan dalam Pasal 134 UUPKP mengatur bahwa “Setiap orang 
dilarang menyelenggarakan pembangunan perumahan, yang tidak 
membangun perumahan sesuai dengan kriteria, spesifikasi, persyaratan, 
prasana, sarana, dan utilitas umum yang  diperjanjikan”. Ketentuan ini 
memberikan perlindungan bagi konsumen perumahan sebagai penghuni 
produk rumah berhak atas tanggung jawab pengembang, jika rumah yang 
dibelinya terdapat kerusakan, cacat atau ketidaksesuaian yang menimbulkan 
kerugian. 
Sejalan dengan hak konsumen pada Pasal 4 huruf e UUPK yaitu, hak 
untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian 
sengketa, baik UUPK dan UUPKP memberikan perlindungan dalam hal 
terjadi sengketa antara konsumen yang dirugikan dan menuntut haknya 
kepada pengembang yang telah menerbitkan atau mengiklankan produk 
rumahnya secara tidak benar atau menyesatkan. Bab X telah mengatur 
mengenai penyelesaian sengketa. Pasal 45 ayat (2) UUPK menyatakan bahwa 
penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau 
diluar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa. 
Sedangkan dalam UUPKP mengenai penyelesaian sengketa telah di atur 
dalam Bab XIV, dimana Pasal 147 menyatakan bahwa “Penyelesaian 
sengketa dibidang perumahan terlebih dahulu diupayakan berdasarkan 
musyawarah untuk mufakat”.  
Selama ini apabila timbul kerugian pada konsumen perumahan terkait 
fisik bangunan rumah dan/atau terjadi sengketa, pengembang Fajar Group 
selalu mengupayakan memberikan layanan purna jual sebaik mungkin bagi 





musyawarah untuk mempertemukan kehendak dan kepentingan para pihak 
sampai mencapai kesepakatan. Hingga kini belum pernah ada sengketa yang 
sampai ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) maupun jalur 
pengadilan (hasil wawancara dengan Bapak Eka Staf Personalia Pengembang 
Fajar Group pada Rabu, 23 Januari 2019). Mulanya, baik konsumen secara 
individu maupun kolektif datang mengadukan keluhan kepada pengembang 
mengenai bangunan rumah atau fasilitas perumahan. Lalu pengembang akan 
memberikan penggantian dan tindak lanjut sesuai kesepakatan yang telah 
dicapai para pihak. 
Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui Pengembang Fajar Group 
telah melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya untuk memenuhi ganti 
rugi berupa penggantian atau perbaikan terhadap kerusakan fisik bangunan 
rumah yang diadukan konsumen. Dalam hal terdapat komplain baik terkait 
hak individu berupa kerusakan fisik bangunan maupun hak kolektif berupa 
penyediaan fasilitas atau sarana atau terjadi sengketa antara pengembang dan 















1. Pengembang Fajar Group memberikan informasi terkait produk 
perumahan kepada konsumen melalui berbagai media cetak dan media 
elektronik serta keterangan verbal atau lisan dari pihak pemasaran. 
Informasi yang diberikan memuat hal-hal yang berguna untuk semua 
tahapan yaitu tahap pra transaksi, tahap transaksi dan sampai pada 
layanan purna jual (pasca transaksi). Pada tahap pra transaksi, 
pengembang memberikan informasi mengenai spesifikasi bangunan 
rumah yang dipilih. Pengembang Fajar Group melalui brosur 
memberikan beberapa informasi, antara lain yaitu identitas 
pengembang, nama perumahan, gambar rumah 3D, denah isi rumah, 
denah lokasi perumahan, site plan, spesifikasi teknis bangunan rumah, 
fasilitas yang akan dibangun, harga, dan cara pembayaran. 
Pengembang juga memberikan informasi terkait adanya layanan purna 
jual yaitu, pemberian garansi selama 100 (seratus) hari terhitung sejak 
tanggal serah terima rumah, untuk mengajukan klaim atas kerugian 
ketidaksesuaian fisik bangunan dan persoalan kelengkapan dokumen.  
2. Pengembang Fajar Group belum sepenuhnya memberikan informasi 
yang memenuhi kaidah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 
Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 
tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Mengingat adanya 
klausula eksonerasi pada PPJB rumah yang melanggar Pasal 18 ayat 
(1) huruf a UUPK, dan adanya informasi yang berpotensi melanggar 
Pasal 8 ayat (1) huruf f, Pasal 9 ayat (1) huruf e, huruf j dan huruf k, 
Pasal 10 huruf c, dan Pasal 17 ayat (1) huruf d UUPK. Selain itu 
Pengembang Fajar Group tidak menyediakan dan membangun sarana 
perumahan sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Pasal 47 ayat 




konsumen terkait kerusakan dan kualitas fisik bangunan rumah serta 
kejelasan informasi mengenai pembangunan sarana perumahan yang 
tidak diberitahukan sejak awal (pra transaksi). 
3. Pengembang Fajar Group bertanggung jawab memenuhi kewajibannya 
atas kerugian konsumen. Terutama tanggung jawab terkait kerusakan 
fisik bangunan yang dijamin selama masa garansi yaitu, 100 (seratus) 
hari atau kurang lebih tiga bulan. Tanggung jawab pengembang Fajar 
Group telah sesuai dengan ketentuan yang ada pada Pasal 19 ayat 1 
Undang-Undang  Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 
Konsumen mengenai tanggung jawab pelaku usaha untuk memberikan 




1. Bagi pengembang atau developer sebaiknya kegiatan promosi untuk 
penyebarluasan informasi penawaran perumahannya baik melalui 
brosur maupun media iklan lainnya, seharusnya memberikan 
informasi yang benar, jujur, tidak mengelabui dan sejelas mungkin 
kepada konsumen terutama informasi yang tidak di cantumkan pada 
iklan/brosur, agar konsumen tidak merasa kecewa dan tidak dirugikan 
hak-haknya. Serta perlu adanya perbaikan pada klausula PPJB yang 
bertentangan untuk disesuaikan dengan UUPK.  
2. Bagi konsumen perumahan sebelum mengadakan transaksi jual beli 
rumah (tahap pra transaksi) dengan pengembang perlu berhati-hati, 
aktif, dan cermat dalam menggali informasi segala hal terkait produk 
rumah terutama informasi yang tidak tercantum pada iklan/brosur 
seperti mengenai pembangunan sarana perumahan, serta mempelajari 
dokumen seperti PPJB, persyaratan KPR dan sebagainya. Hal ini agar 
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